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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Hanya dengan Rahmat,
kebesaran dan kekuasaanNya, Penulis mampu menyelesaikan Tugas akhir dengan
judul “PEMBATALAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA™,
Tugas ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program Pasca
sarjana (Strata 2) pada Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas
Airlangga Surabaya.

Tesis ini menguraikan tentang Pembatalan keputusan pemberian hak miltk
atas tanah negara, yang mana keputusan pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara
yang diikuti dengan penerbitan Sertifikatnya, dimungkinkan dibatalkannya kembatli
oleh karena adanya kesalahan-kesalahan yang bersifat hukum administratif
sebagaimana diatur dalam peraturan Mentenn Negara Agrana/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999.

Penulis menguraikan tesis ini menjadi 4 (empat) Bab yaitu Bab I adalah
pendahuluan, Bab I adalah Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara, Bab III adalah
Pembatalan sertifikat hak milik atas tanah, Bab IV adalah kesimpulan dan saran.

Penulis menyadan bahwa keberhasilan daiam menyelesaikan tugas ini tidak
terlepas dan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada
kesempatan in1 penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum H. Machsoen, SH.MS, selaku Ketua Program Studi

Magister Kenotariatan Fekulias Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
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2. Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, SH.MS, selaku dosen pembimbing saya yang telah
memberi ide, bimbingan dan arahan serta dengan sabar mau meluangkan
waktunya di sela-sela kesibukan anda yang saya yakin sangat melelahkan.

3. Para Dewan Pengujt yang terdiri dan ketua; Dr. Eman Ramelan SH.MS,
anggota Prof. Dr. H). Sri Hajati, SH.MS, dan Unp Santoso, SHMH. Yang
telah memberikan kritik dan tanggapan terhadap tesis saya demi
perkembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang,

4. Suami dan anak-anakku yang tercinta, yang merupakan harta dan kebanggaan
yang kumiliki dalam hidup ini. Apa yang aku peroleh dan aku rath adalah
untuk kalian dan berawa! dan kalian juga.Tests it kupersembahkan khusus
untuk kalian.

5. Bapak dan almarhum Ibuku,yang telah memberi aku hidup dengan
membesarkan dan mendidik aku hingga aku bisa menjadi orang yang kuat
dalam menjalani kehidupan ini. Untuk almarhum [buku tercinta aku harap dan
atas sana [bu melihat merasa bahagia dan bangga akan apa yang anakmu ins
raih.

6. Ayah, Ibu mertuaku serta saudara-saudaraku (Mbak AlitMbak Ana, Kak
Agus,Nowvi) atas dukungan dan semangat lahir bathin yang diberikan, karena
aku tau mereka selalu berdoa demt keberhasilanku.

7. Teman-teman seperjuanganku serta teman-teman yang tidak dapat aku sebut
satu persatu yang begitu setta membantu, menemaniku,dan mendukungku

disaat-saat sulitku,semoga persahabatan kita tetap langgeng selamanya.
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Seperti kata pepatah tiada gading yang tak retaktiada manusia yang

sempurna, begitu pula penulisan tesis tm masih jauh dan sempurna. Oleh

karena itu saran dan kritilk yang konstruktif dan para pembaca akan saya

terima dengan senang hati.

Surabaya, Januarn 2007

Penuiis
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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang masalah

Tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia,
karena tanah tersebut mempunyai fungsi sebagai tempat pemukiman dan sebagai
sarana sumber penghidupan bagi masyarakat Indonesia. Setiap orang tentu
membutuhkan tanah, bahkan tidak hanya dalam kehidupannya untuk peristirahatan
terakhirpun manusia membutuhkan tanah. Sehubungan dengan laju pertumbuhan
penduduk setiap tahunnya, sedangkan di pihak lain tidak adanya pertambahan tanah,
menjadikan kebutuhan akan tanah semakin meningkat Mengingat begitu pentingnya
tanah serta arti tanah bagi setiap manusia, maka tidaklah mengherankan apabila kita
sering mendengarkan kasus dan permasalahan yang berkaitan dengan tanah baik dari
segi perolehan, kepemilikan dan pemanfaatannya. misalnya saja kasus pembatalan
pemberian hak milik atas tanah negara atas nama Pura Merajan 1 Gusti Lanang
Ungasan yang terjadi di Kabupaten Badung Propinsi Bali yang sejak pengajuan
permohonan telah terjadi polemik di masyarakat dan hingga dikeluarkannya Surat
Keputusan Pemberian hak milik atas tanah yang terletak di Desa Ungasan Kecamatan
Kuta terdapat keberatan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan
dikeluarkannya Surat Keputusan terscbut.

Dalam pemecahan berbagai masalah yang berkenaan dengan tanah bukan

saja  harus mengindahkan prinsip-pnnsip hukum, akan tetapi juga harus

——

T
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memperhatikan asas ketertiban, keamanan serta asas kemanusiaan agar permasalahan
pertanahan tersebut tidak berkembang menjadi suatu gangguan yang dapat
meresahkan masyarakat. Untuk mendukung dan menjamin kelangsungan hidup dari
masyarakat bangsa dan Negara Indonesia dengan melihat begitu pentingnya peranan
tanah maka diperlukanlah adanya hukum pertanahan Nasional. Pentingnya peranan
tanah mengakibatkan terjadinya pergeseran pola hubungan antara rakyat dan tanah
sebagai akibat perubahan-perubahan sosial umumnya;

1. Tanah disatu pihak telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat tinggi,
pada lain pihak telah tumbuh sebagai bahan perniagaan dan objek spekulasi.

2. Tanah disatu pihak harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan rakyat lahir dan batin, adil dan merata di lain pihak
harus dijaga kelestariannya.’

Dengan melihat kepentingan-kepentingan itu sebagai realisasinya maka pada tanggal
24 September 1960, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang nomor 5
tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria diundangkan dalam Lembar
Negara nomor 104, pada dasarnya merupakan pelaksanaan pasal 33 ayat 3 Undang-
Undang dasar 1945. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
UUPA telah melekatkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum hak atas

tanah. Kepastian hukum hak atas tanah yang tertuju pada bidang pertanshan

' Abdurrahman, Tentang dan Sekitar UUPA. Alumni, Bancung, 1984, h.227.
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khususnya mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah secara sah. Adanya
kepastian hukurn hak atas tanah itu akan memberikan kejelasan tentang:
a. Kepastian mengenai orang/badan hukum yang menjadi pemegang hak
atas tanah vang disebut juga sebagai kepastian mengenai subvek hak.
b. Kepastian mengenai letak dan batas-batas luasnya, dibebani hak-hak
lain atau disebut juga sebagai kepastian mengenai obyek hak .
Untuk menjamin kepastian hukum dalam bidang pertanahan, ada dua macam usaha
yang dapat dikemukakan oleh Boedi Harsono, yakni :

a. diletakkan sebanyak mungkin ketentuan- ketentuan hukum pertanahan dalam
bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga merupakan bentuk hukum
tertulis. Dengan demikian barang siapa berkepentingan akan dapat dengan
mudah mengetahui bagaimana dengan hukumnya yang pasti berlaku terhadap
kasus-kasus yang dihadapinya. Dalam hubungan ini diperlukan konsistensi
daripada (kebijaksanaan) pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut oleh para
instanst pelaksana (administrasi dan pengadilan).

b. Diselenggarakan apa yang disebut “Rechtskadaster” yaitu “pendafiaran tanah™
yang merupakan rangkaian daripada ke%iam-kegiam yang mengenai tanah-
tanah yang erdapat dalam suatu wilayah.

Dan dalam pasal 2 ayat (1) UUPA nomor 5 tahun 1960 bahwa:

Atas dasar ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal yang dimaksud dalam
pasal 1, bum, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung
didalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi seluruh

rakyat.

*Sudjito, Prana, edisi I, Cet I, Liberty, Yogyakaria, 1987
IBoedi Harsono, Beberapa Anallsa tentang Hukum Agraria bagian 1, Esa Study Club,
Jakarta, 1979,(Selanjumya disebut Boedi Harsono 1) h.99-100.
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Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut diatas berarti bumi, air dan
ruang angkasa didalam wilayah Republik Indonesia yang kemerdekaannya
diperjuangkan oleh bangsa sebagai keseluruhan, adalah menjadi hak pula dari bangsa
Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak dari pemiliknya. Dengan demikian
dapatlah dikatakan bahwa hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air dan luar
angkasa Indonesia adalah merupakan semacam hak ulayat yang diangkat pada tingkat
yang paling atas, yaitu pada tingkat yang mengenai seluruh wilayah Indonesia. Dalam
hubungannya kekuasaan Negara atas tanah, Negara masih menghormati adanya hak-
hak perseorangan dan badan hukum terhadap tanah dengan ketentuan bahwa
mengenai hak-hak itu tentulah ada pembatasannya. Pengakuan dari negara terhadap
hak dari perseorangan dan badan hukum aturannya dapat ditemukan dalam UUPA
pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa: Atas dasar hak menguasai dari Negara
sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas
permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh
orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan
hukum.

Dalam proses pemberian suatu hak atas tanah maka sejak diadakanmya
pemeriksaan tanah oleh panitia pemeriksaan tanah, sudah harus diperhatikan segala
aspek yang menyangkut pertanahan, dalam hal ini bukan hanya aspek sosial, ekonomi
saja akan tetepi harus diperhatikan pula aspek politik, yuridis psikologis dan magis

religius lebih-lebih pada dewasa ini dimana kebutuhan untuk pembangunan makin
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meningkat baik di desa maupun di kota, sedangkan tanah yang ada tidak bertambah
justru malahan semakin sempit.*

Berkaitan dengan pemberian hak milik atas tanah, hal yang juga perlu
diperhatikan adalah adanya peraturan yang bertuyjuan menertibkan serta memberikan
pengawasan dalam rangka pemberian hak milik atas tanah tersebut, yang dikhususkan
disini adalah pemberian hak milik atas tanah negara atau tanah yang dikuasai
langsung oleh negara. Peraturan tersebut dapat mencakup prosedur pemberian hak
milik atas tanah negara dan syarat- syarat permohonan hak milik atas tanah.
Sehubungan dengan hal tersebut perlu diperhatikan tentang ketentuan peraturan
Menagraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 tahun 1999 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah
Negara, juga peraturan Menagraria’ Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
Pemberian hak milik atas tanah negara sering kali timbul permasalahan, misalnya
dalam hal prosedur pemberian hak milik atas tanah negara tersebut yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal itu
yang perlu diperhatikan juga tentang syarat- syarat permohonan hak atas tanah yang
harus dipenuhi oleh si pemohon. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pandafiaran
tanah sampai diterbitkannya sertifikat hak milik atas tanah. Pendaftaran tansh itu

diselenggarakan dengan tujuan akan memberikan jaminan kepastian hak atas tanah

* D. Djionen, Tate Laksana Pengurusan H ak atas Tonah, Jakarta 1985h.7.
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maka harus diusahakan agar semua keterangan yang terdapat dalam tata usahanya
selali cocok dengan keadaan yang sebenarnya, oleh karena itu baik dasar permulaan
maupun pemeliharaannya kemudian harus mendapat perhatian yang seksama dan
ketelitian dalam penyelenggaraannya.’

Adanya cacad hukum administrasi dalam surat keputusan tentang
pemberian hak milik atas tanah, berarti sertifikat hak milik tersebut juga tidak dapat
diterbitkan. Pemberian hak milik atas tanah negara tersebut yang mengandung cacad
hukum disebabkan karena prosedur yang diterapkan tidak sesuai dengan peraturan
perundang- undangan yang berlaku. Misalnya dilihat dan data fisik hasil pengukuran
tanah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, petugas
ukur dalam melakukan pengukuran tentang letak tanah, mereka tidak memperhatikan
ketentuan- ketentuan yang terdapat didalam Keppres No 32 tahun 1990 tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung atau kawasan konservasi khususnya yang menyangkut
tentang sempadan pantai, jurang, danau, dan sungai.

Berkenaan dengan hal tersebut setiap kebijakan dan tindakan pemerintah
tentang pemberian hak milik atas tanah negara diupayakan agar sesuai dengan
peraturan perundang- undangan yang berlaku, sehingga tidak sampai terjadi
pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah tersebut, sehingga pemberian dan
pembatalan hak milik atas tanah negara tersebut akan memberikan dampak yang

penting bagi subyek hak juga bagi warga masyarakat lainnya. Untuk menghindari

% Effendi Perangin, Hukum Agraria df Indonesia, Cet. I, Rajawali, Jakarta, 1989,
(Selanjutnya disingkat Effendi Perangin 1), h.102.
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dampak negatif dari hal tersebut diperiukan prosedur pelaksanaan tentang pemberian
dan pembatalan hak atas tanah tersebut, disesuaikan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan diinformasikan secara transfaran schingga dapat
menjamin adanva kepastian hukum adanya perlindungan hukum.

Dewasa ini di daerah Bali banyak warga Kkhususnya perorangan
mengajukan permohonan untuk memperoleh tanah negara menjadi hak miliknya
untuk digarap, untuk tempat tinggal maupun untuk menunjang kebutuhan
pembangunan sarana ataupun fasilitas kepariwisataan. Karena sulitnya dan
panjangnya birokrasi yang harus dijalani serta kesulitan dalam persyaratannya, tidak
jarang permohonan yang diajukan tidak dipenuhi ataupun telash ada keputusan
pemberian hak milik atas tanah Negara kemudian dibatalkan kembali karena adanya
cacad hukum didalam keputusan pembenan hak milik atas tanah Negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut saya tertarik mengkaji permasalahan
diatas dengan judul “PEMBATALAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH

NEGARA”

2. Rumusan masalah
1. Pemberian hak milik atas tanah negara

2. Alasan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah tersebut?
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3. Tujuan penulisan
1. Untuk menganalisis pemberian hak milik atas tanah negara kepada I Gusti
Lanang Ungasan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
2. Untuk menganalisis lebih lanjut data tentang praktek pembatalan hak yang

terdapat cacad hukum administrasi.

4. Manfaat penulisan

1. Agar dapat memberikan gambaran tentang pemberian hak milik atas tanah
sehingga dapat meminimalisir pembatalan keputusan pemberian hak milik atas
tanah khususnya terhadap tanah negara.

2. Agar dapat memberikan masukan bagi instansi yang terkait sechingga dalam
memproses permohonan hak tidak terjadi kesalahan yang justru merugikan
pihak pemohon.

3. Dengan penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi
masyarakat bahwa keputusan pemberian hak atas tanah negara dimungkinkan
dapat dibatalkan kembali bilamana terdapat cacad hukum administrasi
sehingga perlu ketelitian didalam mengajuan permohonan serta syarat-

syaratnya.

5. Kajian pustaka

Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960

menyebutkan Hak milik adalai hak turun temurun, terkuat dan terpenuh vang dapat
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dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6 yang menentukan
semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Negara dengan kekuasaannya dapat memberikan hak atas tanah kepada
seseorang atau suatu badan hukum, pemberian hak itu berarti pemberian wewenang
untuk mempergunakan tanah dan memelihara dalam batas-batas yang diatur oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan asas kebangsaan, maka
menurut pasal 9 ayat (1) dan pasai 21 ayat (1) UUPA hanya warga Negara Indonesia
saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.

Pada umumnya badan hukum tidak dapat memiliki hak milik, tapi
pemerintah dapat mengadakan penunjukan khusus pada badan-badan hukum, yang
dikecualikan seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 1963 (LN
1963 No. 61 Penjelasan TLN No. 2555) yaitu :

a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara.
b. Perkumpulan Koperasi, Pertanian yang didirikan berdasarkan atas Undang-
Undang No. 19 tahun 1958 (LN 1958 No. 139).
¢. Badan-badan keagamaan dan badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Dalam
Negeri setelah mendengar pertimbangan Menteri Agama dan menteri Sosial;
Berbeda dengan Hak Eigendom menurut hukum tanah yang lama, Hak Eigendom
dapat dipunyai oleh setiap orang, apakah ia warga Negara Indonesia ataupun orang
asing, begitu pula semua Badan hukum baik menurut hukum Indonesia maupun

hukum asing.
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Orang asing yang berkewargancgaraan rangkap, apabiia memperoleh suatu
hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan
diberi kesempatan tetap mempunyai hak miliknya itu satu tahun sejak diperolehnya.
Setelah satu tahun, maka hak miiik wajib dilepaskan. hak itu menjadi hapus dan
tanahnya dikuasai oleh Negara. Diberi kesempatan pula untuk meminta kembali suatu
hak yang lain, jika dia orang asing dapat meminta hak pakai, sedangkan bagi yang
berkewaragnegaraan rangkap dapat memperoleh Hak Guna Usaha. Hak Guna
Bangunan, atau Hak Pakai. Akan tetap jika waktu satu tahun itu belum habis ia dapat
memindahkan hak miliknya kepada pihak lain sepanjang pihak lain itu memenuhi
syarat untuk mendapatkan hak milik.

Pada perolehan hak- hak atas tanah Negara baik tanah Hak Milik, Hak
Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai atas tanah, didalamnya terkandung
hubungan hukum antara subyek pemegang hak dengan sebidang tanah tertentu.
Dalam hubungan hukum tersebut terkandung kewajiban yang harus dipenuhi serta
memberikan wewenang tertentu pada si pemegang hak.® Kewajiban pemegang hak
atas tanah Negara dengan pelaksanaan pasal 6 UUPA, ( hat atas tanah mempunyai
fungsi sosial), pasal 15 jo 52 ayat (1) UUPA yaitu : kewajiban untuk memelihara
tanah serta menjaga kesuburannya, serta pasal 10 UUPA yaitu : kewajiban untuk
menggunakan tanah secara aktif. Setiap orang dan badan hukum sebagai subvek yang

mempunyai suatu hak atas tanah, secara umumn dapat dilihat dalam pasal 4 ayat (2)

¢ Bocdi Harsono, Sefarah Pembentikan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan
Peluksunaanya, Djunbatan, Jakanta, 1997, (Selagjuinya disingkat Boedi Harsono {1) h 178
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yaitu : Mempergunakan tanah, demikain pula tubuh Bumi, Air serta ruang Angkasa
yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung
berhubungan dengan pengguna tanah itu dalam batas- batas menurut Undang Undang
ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Tindakan Pemerintah dalam memberikan hak milik khususnya Hak Milik
Atas Tanah dapat dilihat dalam UUPA pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan
terjadinya Hak Milik antara lain:

1. Menurut Hukum Adat
2. Penetapan Pemerintah menurut cara dan syarat-syarat Pemerintah
3. Ketentuan Undang-Undang,

Ad l. Tenadinya Hak Milik menurut Hukum Adat, dalam hubungan
dengan Hak Ulayat, seorang anggota masyarakat hukum adat mempunvai hak untuk
membuka hutan dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum adat itu dengan
persetujuan kepala adat. Hutan yang dibuka lambat laun dapat menjadi hak milik
yang membukanya.

Ad 2. Terjadinya Hak Milik dengan Penetapan Pemerintah yaitu :
Pemerintah memberikan hak milik atas tanah yang secara langsung dikuasai oleh
Negara, berdasarkan suatu permohonan, juga dapat memberikan hak milik
berdasarkan perubahan dari suate hak yang sudah ada, misalnya : Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan, Hak Pakai.

Ad 3. Terjadinya Hak Milik karena ketentuan Undang-Undang. Hal ini

terjadi karena konversi, sebagaiman diatur dalam ketentuan konversi. Menunn
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ketentuan tersebut, ada beberapa hak sebelum diundangkannya UUPA dan sejak
mulai berlakunya UUPA, hak-hak dimaksud dapat dikonversi menjadi Hak Milik
apabila yang mempunyai hak itt memenuhi syarat untuk mempunyai Hak Milik
menurut UUPA. Adapun tanah-tanah tersebut adalah :

Hak eigendom, Agrarisch eigendom, Hak milik (adat), Jasan, Andarbeni, Hak

atas druwe, Hak atas druwe deas, Pesini, Grant Sultan, Landerinjenbezitrecht,

altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir, Hak gogolan yang

bersifat tetap, Wewenang nganggo run temurun.

Dengan berlakunya UUPA maka dualisme dalam pertanahan dihilangkan,

Semua peralihan hak atas tanah diperlakukan oleh Pejabat Pembuat akta tanah
(PPAT). Menurut Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 37 Tahun 1998 peralihan yang harus
dilakukan dihadapan seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah seperti:’

a. jual- beli;

b. tukar menukar;

c¢. hibah;

d. pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);

e. pembagian hak bersama;

f. pemberian Hak Guna Bangunan;

g. pemberian Hak Tanggungan;

h., pemberian kuasa pembebanan Hak Tanggungan.

" BimpunanPeraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 1998, Cv. Cko
Jaya, Jakarta, 1998, h.478.
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Suatu hak milik dapat hapus artinya terlepas atau hilang dan vang berhak
atasnya seperti yang ditentukan dalam pasal 27 UUPA apabila : Tanah tersebut
jatuh pada Negara, karena :

i. Karena pencabutan hak artinya. pencabutan hak tersebut semata-mata untuk
kepentingan umum dapat dibaca dalam pasal 18 UUPA yaitu : untuk
kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta bersama
dari rakvat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian
vang layak yang diatur dengan Undang-Undang.

2. Karena penyerahan dengan sukarcla oleh pemiliknya, dikarenakan adanya
pihak lain vang memerlukan tanah, tetapi tidak dapat mempunyai Hak Milik.
maka orang yang mempunyai hak milik itu dapat melepaskan haknya itu
dengan sukarela dengan mendapat penggantian kerugian (yang sesuai dengan
harga pasaran) dari pihak vang menghendaki tanah tersebut. Dengan
pelepasan itu, maka tanah tersebut menjadi tanah negara, selanjutnya Negara
memberikan tanah itu kepada pihak lain dengan hak yang lain. Badan hukum
atau orang yang menerima hak yang baru itu. biasa dikatakan memperoleh
hak dart suatu * pembebasan hak™, hal tersebut menimbulkan hak baru maka
peranan instansi agraria penting sekali serta harus pula didaftar kepada Kantor
Pendaftaran Tanah.

3. Karena diterlantarkan : artinya mengenat hapusnya Hak Milik karena

diterlantarkan dan tanahnya musnah, karena pemilik menganggap tanah itu
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tidak berguna baginya atau tidak sanggup mengurusnya. Sedangkan untuk
tanahnya musnah, umpamanya longsor.
Secara umum berdasarkan pasal 22 ayat 2 huruf a, Pemerintah memberikan
Hak Milik atas tanah Negara dapat terjadi dengan adanya Penetapan Pemerintah. Hak
Milik yang demikian adalah Hak Milik yang terjadi melalut suatu proses pemberian
hak dari pemerintah atas tanah-tanah Negara yang ada.
Pemberian hak milik atas tanah negara diatur dalam peraturan Menagraria/
Kepala BPN nomor 9 tahun 1999, khususnya dalam hal pemberian hak milik atas
tanah negara yang merupakan kewenangan dari kepala kantor pertanahan yaitu di atur
dalam pasal 8 sampai dengan pasal 13 juncto Peraturan Menagraria Nomor 3 tahun
1999 didalam pasal 3.
Prosedur permohonan hak milik atas tanah negara dilaksanakan melalui
tahapan-tahapan:
1. Pemohon mengajukan permohonan hak atas tanah negara dengan melampirkan
persyaratan- persyaratan yang ditentukan.
2. Penelitian atas kelengkapan pemohon tersebut dilakukan oleh kantor pertanahan
kabupaten.
3. Kepala kantor pertanahan memerintahkan untuk melakukan pengukuran dan
penelitian atas aspek tata guna tanah dan aspek Landreform.
4. Panitia pemenksa tanah A melakukan penelitian atas data fisik dan data yuridis
serta pemeriksaan lapangan.

5. Panitia pemeriksa tanah A membuat risalah pemeriksaan tanah A.
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6. Kepala kantor meneliti segala persyaratan yang ditentukan dan mengkaji
berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

7. Kepala kantor menerbitkan surat keputusan pemberian hak dan kemudian
terbitlah sertifikat hak atas tanah tersebut.

Bahwa didalam permohonan hak milik yang obyeknya tanah negara, ada
tanah negara yang dapat dimohon dan ada pula yang tidak dapat dimohon. Tanah
negara yang tidak dapat dimohon adalah yang berada didalam kawasan konservasi
atau seperti yang terdapat dalam peraturan Menagraria/ Kepala BPN nomor 9 tahun
1999 pasal 4, demikian pula dapat dilihat daiam Keppres nomor 32 tahun 1990, dan
Perda tingkat 1l Badung nomor 4 tahun 1996.

Dalam hal tersebut diuraikan secara singkat antara lain:

Dilihat dar1 aspek penatagunaan tanah

a. sesuai dengan Perda Tingkat H Badung nomor 4 tahun 1996 terhadap lokasi yang
dimaksud berada pada kawasan perlindungan setempat.

b. Fisik tanah : kedalaman tanahnya 0-30 ¢cm dengan faktor pembatas berupa tanah
kapur, yang penyebarannya secara merata dan dominan. serta kemiringan tanah
lebih dani 45% (51 derajat) yang menurut Keppres nomor 32 tahun 1990 termasuk
dalam klasifikasi kawasan lindung dan menurut Perda nomor 4 tahun 1996
termasuk kawasan perlindungan jurang.

Bahwa dilihat dari aspek pengukuran dan pendaftaran tanah antara lain :

a. Kondisi tanah keseluruhan berupa tebing.
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b. Patok tanda batas yang berbatasan dengan iaut berupa beton terpasang pada tanah
atau tebing berjarak 20 meter dari laut.
c. Tanah milik tersebut berbatasan langsung dengan laut atau kelebihan pipil atau
tanah tersebut keseluruhannya merupakan sempadan pantai.

Dilthat dari aspek hak atas tanah :

Bahwa tidak dapat diberikan suatu hak baru, sesuai dengan surat edaran
Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tnggal 14 Juii 1997
Nomor 500 — 1698 yang ditindaklanjuti dengan edaran Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Bali tanggal 24 Oktober 1997 Nomor 400.16 — 2730.
Dengan demikian penerbitan surat keputusan pemberian hak dan sertifikat hak milik
atas tanah harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlakuy, bila tidak, maka
dapat dilakukan pembatalan.

Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria’Kepala BPN nomor 9 tahun
1999 tentang Tata Cara Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan
didalam pasal 104 (2) disebutkan pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan
keputusan pemberian hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karepna keputusan
tersebut mengandung cacad hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk
melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa menurut ketentuan yang terdapat didalam asas-asas umum
pemerintahan yang baik, tindakan pemerintah dalam hal pemberian hak milik atas

tanah Negara ini bertentangan dengan asas kepercayaan, asas ini bertindak atas nama
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pemerintah itu memberikan janji kepada seorang warga. agar terikat pada janjinva.®
Selain asas kepercayaan juga terdapat asas kepastian hukum dan asas larangan
penyalahgunaan wewenang, dalam hal ini pembatalan syarat keputusan pemberian
hak milik atas tanah Negara tersebut seharusnya dilakukan oleh kepala kantor
wilayah BPN bukan oleh kepala kantor yang telah memberikan hak milik atas tanah
negara tersebut. Bahwa didalam pemberian hak milik atas tanah negara tersebut
sebelum diterbitkannya surat keputusan 1tu diperiukan syarat- syarat suatu keputusan
tata usaha negara.

Berdasarkan surat edaran tersebut kawasan sempadan pantai ditentukan
agar tetap merupakan kawasan perlindungan dan dimanfaatkan untuk kepentingan
umum, Terhadap tanah tanah yang dimintakan permohonan hak milik seharusnya
tidak ada suatu hak apapun diatasnya dan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah
yang dimohonkan perlu memperhatikan ketentuan - ketentuan yang berlaku.

Syarat- syarat Keputusan Tata Usaha Negara yang Sah

Secara teoritik, menurut Van Der Pot ada empat syarat yaitu :

1. Keputusan harus dibuat oleh alat organ yang berkuasa membuatnya

2. Karena keputusan merupakan pernyataan kehendak maka pembentukkan
kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan yuridis,

3. Keputusan harus diberi bentuk (vorm) yang ditetapkan peraturan yang menjadi

dasamya dan pembuatannya harus juga memperhatikan cara (prosedur) membuat

* Philipus M. Hadjon ¢t al, Penganiar Hukur: Administrast Indonesia, Cet.IV, Gajeh Mada
University Press, Yogyakarta, 1995, (selanjunya disingkat P.M. Hadjon I} h.272,
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keputusan itu bilamana cara itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar

tersebut.

4. Isi dan tuzjuan keputusan harus sesuai dengan st dan tujnan peraturan dasar.’
Menurut Van Der Wel membagi syarat- syarat itu atas 2 golongan yaitu :
A. Syarat Material

1. Alat negara yang membuat keputusan harus berkuasa.

2. Dalam kehendak alat negara yang membuat keputusan tidak boleh ada
kekurangan.

3. Keputusan harus berdasarkan suatu keadaan tertentu.

4. Keputusan harus dapat dilakukan dan tanpa melanggar peraturan- peraturan
lain yang menurut isi dan tujuan sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar
keputusan itu.

B. Syarat Formil

1. Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan dibuatnya
keputusan dan cara dibuatnya keputusan.

2. Keputusan harus diberi bentuk dan ditentukan,

3. Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan dilaksanakannya keputusan

harus dipenuhi

* E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pusiaka Tinta Mas,
Surabaxra, 1986, h.84-85.
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4, Jangka waktu yang ditentukan antara timbuinya hai-hal yang menyebabkan

dibuatnya keputusan dan diumumkannya keputusan itu tidak boleh dilewati."

Menurut Philipus M Hadjon, inti dasar dari sahnya suatu keputusan yaitu :

1. Kewenangan organ Administrasi negara

2. Rechtmatigheid keputusan pemerintah.

3. Tidak ada kekurangan pembentukan kehendak organ administrasi negara.

4. Doelmatigheid dari pada keputusan pemerintah.

5. Prosedur pembuatan keputusan.

6. Penuangan keputusan dalam bentuk yang tepat.'!

Menurut Kuntjore Purbopranoto, Keputusan Administrasi Negara harus memenuhi
syarat-syarat materiil dan formil.

I. Syarat Materiil.

a. Alat pemerintahan yang membuat keputusan harus berwenang;

b. Dalam kehendak alat pemerintahan yang membuat keputusan tidak boleh ada
kekurangan yuridis (Geen jurische grebeken in de wilsvoming);

c. Keputusan harus diberi bentuk (vorm) yang ditetapkan dalam peraturan yang
enjadi dasarnya dan pembuatannya harus memperhatikan prosedur membuat
keputusan, bilamana prosedur itu disebutkan dengan tegas dalam peraturan itu
(Rechtmatig).

d. Isi dan tujuannya keputusan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan yang hendak
dicapai (doelmatig}.

2. Syarat Formil
a. Syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuainya
keputusan dan berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan itu harus

dipenuhi;

[
Ibid
! philipus, M.Hadjon, Pengertian - Pengertian Dasar Tindak Pemerintah, Djumali,
Surabaya, 1985 ( selanjutnya disingkat P.M. Hadjon I1) h.10
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b. Harus diberi bentuk yang telah ditentukan;

c. Syarat-syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan itu dipenuhi;

d. Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan
dibuatnva dan diumumkannva keputusan itu dan tidak boleh dilupakan.

6. Metode penelitian
a. Pendekatan masalah

Penelitian ini adaiah penelitian hukum. Di dalam penelitian ini digunakan
pendekatan statute (Statute Approach) yaitu penclitian yang didasarkan pada
peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku, dikaitkan dengan
permasalahan yang dibahas. Seiain itu digunakan pendekatan Konsep ( Conceptual
approach) yaitu dengan mempelajari Konsep-konsep yang diterapkan khususnya vang
berkaitan dengan pembatalan pembernian hak atas tanah negara di Kabupaten Badung.
Serta digunakan metode studi kasus (case study) yakni menganalisis kasus vang
terjadi berkaitan dengan pembatalan pemberian Hak Milik atas tanah negara dimana
dalam tesis ini digunakan kasus pembatalan pemberian Hak Milik atas tanah negara
kepada [ Gusti Lanang Ungasan.
b. Bahan hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang- undangan, meliputi:
a. Undang Undang No. 5 Tahun 1960 (LN 1960 — 104 ; TLN 2043) tentang

Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA).
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b. Peraturan pemerintah No.24 Tahun 1997 (LN 1997 — 59) tentang
Pendaftaran Tanah.
¢. Keputusan Presiden Rl No. 57 Tahun 1989 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Tata Ruang Daerah,
d. Keputusan Presiden Rl No. 32 tahun 1990 tenatng Pengelolaan Kawasan
Lindung,
e. Peraturan Menagraria’Kepala BPN nomor 3 tahun 1999 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Pembertan Hak
Atas Tanah Negara,
f. Peraturan Menagrania/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Negara dan Hak Pengelolaan.
2. Perda Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1996 tentang kawasan
konservasi.
2. Bahan hukum sekunder
Berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-
kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat-pendapat para ahii
¢. Prosedur pengumpulan bahan hukum
Bahan hukum yang dipergunakan diperoleh dengan cara antara lain:
1. Terhadap bahan hukum primer maupun sekunder diperoleh melalui penelitian

kepustakaan yaitu dengan cara mengambii, mengumpulkan bahan dari buku-

'?Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan
Administrasi Negara, Alumni, Cet 11, Bandung, 1931, h.48-5i.
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buku. kamus-kamus hukum, ataupun jumnal-jurnal hukum dikumpulkan, dicatat
selanjutnya dikualifikasikan menurut relevansinya dengan permasalahan yang
dikemukakan.

2. Terhadap bahan hukum sekunder vang berupa invetarisasi pendapat-pendapat
para ahli. Pendapat para ahli ini kemudian dipergunakan untuk melakukan
analisis terhadap permasalahan yang dikemukakan.

d. Prosedur pengolahan dan analisis bahan hukum
Setelah diperoleh bahan hukum baik melalui penelitian kepustakaan
maupun wawancara maka bahan hukum tersebut diolah secara kualitatif yaitu
dengan menentukan pada kualitas bahan hukum relevan dengan pokok bahasan.

Setelah bahan hukum diolah dan dianalisa kemudian disajikan secara  deskriptif

analisis yaitu dengan mendeskriptifkan/menggambarkan pembahasan terhadap

permasalahan yang diajukan disertai dengan analisis berdasarkan teori yang

didapatkan dalam literatur.

7. Sistematika penulisan

Tesis ini dibagi 4 (empat) Bab yang masing-masing terdiri dari beberapa
sub bab dan sub bab sesuai dengan pembahasan dan materi yang
dikemukakan.Pendahuluan ditempatkan pada bab I karena didalamnya menguraikan
hal-hal yang melatar belakangt permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini
vakni; yang pertama, menvangkut pemberian hak milik atas tanah negara kepada I

Gusti Lanang Ungasan yang sejak permochonannya diajukan telah menimbulkan
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keberatan-keberatan dari masyarakat. Sedangkan permasalahan yang kedua yaitu
pembatalan keputusan pemberian Hak Milik atas tanah negara tersebut yang
berkaitan dengan adanya cacad hukum administratif didalam proses pemberian hak
milik atas tanah negara kepada | Gusti Lanang Ungasan yang dapat dijadikan alasan
bagi pembatalan keputusan pemberian haknya. Dalam bab ini tidak hanya diuraikan
mengenai latar belakang masalah tetapi juga dikemukakan kerangka teori yang
digunakan untuk menilai kemudian menganalisis permasalahan yang ada.

Pemberian hak milik atas tanah negara ditempatkan pada bab Il karena bab
ini mengarah pada pembahasan terhadap permasalahan yang pertama yaitu pemberian
hak milik atas tanah negara kepada I Gusti Lanang Ungasan. Untuk membahas
permasalahan pertama ini dikemukakan teori-teori maupun peraturan-peraturan yang
relevan dengan pemberian hak milik atas tanah negara. Adapun peraturan yang
dijadikan acuan diantaranya Permenagraria/ Kepala BPN No. 3 Tahun 1999,
Permenagraria/ Kepala BPN No. 9 Tahun 1999, Keppres No. 32 Tzhun 1990 maupun
peraturan-peraturan terkait lainnya. Kemudian dilihat relevansinya teori dan peraturan
tersebut dengan praktek di lapangan. Dalam pembahasan bab ini penulis mencoba
memberikan analisis terhadap pemberian Hak Milik atas tanah negara kepada 1 Gusd
Lanang Ungasan jika dikaitkan dengan teori yang dikemukakan ataupun terhadap
peraturan yang dijadikan iandasan pemberian hak milik atas tanah negara.

Pembatalan keputusan pemberian hak milik atas tanah ditempatkan pada
pab III karena pembahasan ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas

pennasalahan kedua vakni alasan pembatalan keputusan pembenan Hak milik atas
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tanah negara kepada [ Gusti Lanang Ungasan. Untuk menjawab permasalahan ini
dikemukakan alasan pembatalan dan tata caranya menurut Permenagraria/ Kepala
BPN No. 9 Tahun 1999, Dari ketentuan tersebut dilihat penerapannya dalam praktek
pembatalan keputusan pemberian hak milik atas tanah negara kepada I Gusti Lanang
Ungasan, sehingga dapat diketahui alasan hukum yang melandasi dikeluarkannya
keputusan pembatalan pemberian hak milik atas tanah negara kepada yang
bersangkutan, Kemudian dilakukan analisis apakah alasan tersebut telah relevan atau
tidak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kesimpulan dan saran ditempatkan pada bab penutup yakni bab IV karena
pada bab-bab sebelumnya telah dikemukakan permasalahan berikut pembahasannya,
sehingga dari penjabaran tersebut dapat ditarik kesimputan dimana terdapat
pelanggaran dalam pemberian hal milik atas tanah negara kepada 1 Gusti Lanang
Ungasan sehingga keputusan pemberian haknya harus dibatalkan, Dari kasus dan
pembahasan tersebut, dapat diberikan saran baik kepada pihak yang mengajukan
permohonan hak maupun kepada instansi terkait yang mengeluarkan surat keputusan
pemberian hak milik atas tanah negara. Dengan memperhatikan saran itu diharapkan
dikemudian hari dapat memperkecil terjadinya kesalahan dalam pengajuan

permohonan atau dalam penetapan keputusan pemberian hak milik atas tanah negara.
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BABII

PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA

1. Tanah Negara dan Hak Milik Atas Tanah Dalam UUPA
a. Tanah Negara Dalam UUPA

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA), semua
tanah yang berada di kawasan Negara Republik Indonesia baik tanah- tanah yang
tidak atau belum maupun yang sudah dihaki dengan hak- hak perorangan dikuasai
oleh negara. Tanah- tanah yang tidak atau belum dihaki dengan hak- hak perorangan
oleh pihak tertentu dalam hal ini orang atau badan hukum, dalam UUPA disebut
tanah yang langsung dikuasat oleh negara. Sedangkan jika di atas tanah itu ada hak
pihak tertentu, maka tanah 1tu disebut tanah hak. Dengan demikian tanah hak itu juga
dikuasai oleh negara tetapi penguasaannya tidak langsung, dikarenakan ada hak pihak
tertentu di atasnya, jika hak pihak itu hapus maka tanah itu menjadi tanah yang
langsung dikuasai oleh negara.

Menurut Arne Sukanti bahwa status tanah di Republik Indonesia,
berdasarkan Hukum Tanah Nasional ada 3 yaitu:

1. Tanah Negara yaitu tanah vang langsung dikuasai oleh Negara yvang diatasnya
belum dihaki dengan hak- hak perorangan yang diberikan pada siapa saja yang
meliputi badan hukum perdata, perorangan maupun instansi pemerintah,

2. Tanah Ulavat. vaitu tanah vang dikuasai masvarakat hukum adat

3. Tanah Hak, yaitu tanah yang dipunyai dengan salahsatu hak dalam pasal 16
UUPA jo. PMDN no. 5/1974 jo. UU no. 16/1985, yaitu hak milik, hak guna

bangunan, hak guna usaha, hak pakai, atau hzk pengelolaan. Termasuk juga
tanah- tanah yang dikuasai oleh instansi Pemerintah/Pemda atau Desa/Kelurahan
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dengan hak pakai atau hak pengelolaan asal konversi PMA no. 9/1965, biarpun
hak tersebut belum bersertifikat.”

Dalam kaitannya dengan tanah negara ini Effendi Perangin menjelaskan
bahwa “Tanah Negara ialah tanah yang langsung dikuasai, artinya tidak ada hak pthak
lain diatas tanah itu. Tanah itu disebut juga Tanah Negara bebas™"*

Dalam pasal 1 Agrarisch Besluit (S. 1870-118) memuat pernyataan umum
tanah Negara yang menetapkan “Selain menurut apa yang telah ditentukan dalam
nomor dua dan tiga dari Wet tersebut maka tetap dipertahankan pendirian (asas),
bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan, bahwa tanah itu menjadi eigendom
orang lain, adalah tanah Negara (domein van de staat),”'® Yang dikenal dengan
sebutan Domeinverklaring. Dalam perkembangannya, penguasaan tanah- tansh
Negara diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1953. Karena Peraturan
Pemerintah ini terbit sebelum lahimmya UUPA, maka istilah- istilah yang
dipergunakan masih berdasarkan pada konsep domein tersebut dalam Agrarisch
Besluit. Menurut Peraturan ini, yang dimaksud dengan ranah Negara adalah tanah-
tanah yang dimiliki dan dikuasai penuh oleh negara yang meliputi semua tanah yang

sama sekali bebas dari hak- hak seseorang, baik yang berdasarkan hukum adat

ataupun hukum barat. '

Y Aric Sukanti Hutagalung, “Sckitar Persoatan Tanah Negara dan Tanah Pemcrintah”, Bumi
Bhakti, nomor 7, tahun 1994, h.16.

" Effendi Perangin, Praktek Permohonan Hak Atas Tanah, Cetl, Rajawali, Jakarta, 1987.
(Selanjutnya disingkat Eifendi Perangin 11), h.3.

L Eddy Kuchiyat, Politik Periarahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA, Penerbit
Alumni, Bandung, 1984, (Selanjutnya disingkat Eddy Ruchiyat I), h. 20,

' Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanchan : Aniara Regulasi don Implementusi,
Penerbii Buku Kompas, Jakana, 2001, b, 60.
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Berbeda dengan konsep domein Negara tersebut, maka UUPA menganut
konsep negara “menguasai’ dan bukan “memiliki” dalam hubungan negara dengan
tanah. Hak menguasai negara itu meliputi semua tanah dalam wilayah Republik
indonesia, baik tanah- tanah yang tidak atau belum maupun yang sudah dihak:
dengan hak- hak perorangan oleh UUPA disebut tunah yang dikuasai langsung oleh
Negara. Untuk mempersingkat pengunaan kata-kata, dalam praktik Administras:
digunakan sebutan tanah Negara, yang bermakna berbeda dengan sebutan “tanah
negara” dalam arti “landsdomein” dalam konsep domeinverklaring. 4

Tanah Negara dikartkan dengan PP No. 8 Tahun 1953 tentang penguasaan
tanah-tanah negara, pasal [ memuat mengenai Tanah Negara ifalah tanah yang
dikuasat penuh olch Negara. Berdasarkan ketentuan pasal 53 UUPA, Peraturan
Pemerintah int masth diberlakukan, walaupun 1stilah yang digunakan masih menurut
pengertian hukum tanah admimistratif yang lama yang berdasarkan pada
Domeinverkiaring tetapi ketentuannya haruslah sesuai dengan pengertian Hukum
Tanah Nasional. Mengenai Tanah Negara, bukan diantikan sebagai landsdomein
tetapt tanah-tanah yang dtkuasai langsung oleh Negara, sehingga pengertian tanah
Negara dalam UUPA adalah sama dengan pengertian Tanah Negara dalam PP No. 8
Tahun 1953 yaknt tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang harus dibedakan
dengan Landsdomein dalam Domeinverklaring.

Penguasaan atas tanah negara ada pada Menter1 Dalam Negeni (sekarang

Menteri Negara Agraria/Kepala BPN), kecuali yang dengan Undang-undang atau

'" Boedi Harsono 11, Op. ¢ith 262
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peraturan lain pada waktu berlakunya peraturan ini telah diserahkan kepada suatu
kementrian, jawatan atau daerah swatantra. Dalam Hukum Tanah Nasional sekarang,
tanah-tanah yang dikuasai oleh suatu departemen atau daerah swatantra, merupakan
tanah-tanah vang dikuasai oleh instansi vang bersangkutan dengan Hak Pengelolaan
atau Hak Pakai, bukan merupakan tanah negara lagi. Dikuasai dengan Hak Pakai,
kalau tanah yang bersangkuatan dipergunakan sendiri, dikuasai dengan Hak
Pengelolaan jika tidak dipergunakan sendiri tetapi diperuntukan bagi penggunaan
pihak lain. Bila tidak dipergunakan lagi, tanah- tanah yang diserahkan penguasaannya
kepada kementrian, jawatan atau daerah swatantra wajitb menyerahkan kembali
penguasaannya kepada Menteri Dalam Negeri, dan Menten Dalam Negen berhak
mencabut penguasaan tanah negara bila temyata penyerahan penguasaan itu keliru
atau tidak tepat, luas tanah yang diserahkan penguasaannya ternyata melebihi
keperluannya, dan tanah itu tidak dipelihara atau tidak dipergunakan segainama
mestinya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa semua tanah yang tidak dihaki secara
individual ataunun secara komunal (hak ulayat) adalah tanah negara.'® Menurut A P.
Parlindungan sebenarnya istilah tanah negara dalam sistem Undang- Undang Pokok

Agraria (UUPA) tidak dikenal, yang ada hanyalah tanah yang dikuasai oleh negara.

i

AP Parlindungan. “Tanah Negara Delum Berarti Aset Pemerintah™, Bhuemi Bhakri,
Nomor (7. Tahun 1994, h.17.
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Pengertian Tanah Negara juga diatur dalam PMDN No.6/1972 tentang
pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah, vang sekarang dirubah menjadi
Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 tahun 1999 tentang
pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas
tanah negara, dalam pasal 1 ayat (2) Permenagraria’Kepala BPN No. 3/1999
menentukan bahwa Tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara
sebagaimana dimaksud dalam undang- undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok- Pokok Agrana.

Mengenai Tanah Negara ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu :

1. Tanah Negara bebas
adalah Tanah Negara yang menurut riwayatnya sudah merupakan Tanah Negara
dan diatasnya belum pernah ada suatu hak apapun berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku atau tidak permah dikuasai oleh suatu
masyarakat hukumn adat sebelum tahun 1960.

2. Tanah Negara tidak bebas
adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara karena Undang-Undang yaitu
tanah-tanah yang terkena ketentuan Undang- Undang Nomor | tahun 1958, tanah-
tanah hak barat yang tidak dikonversi karena ketentuan-ketentuan Keppres nomor
32 tahun 1979 atau hak yang sudah berakhir.

Jadi pengertian Tanah Negara ialah tanah yang dikuasai langsung oleh
negara, yang mana distas tanah tersebut belum ada hak- hak perseorangan.

Adapun ruang lingkup tanah Negara, menurut Maria S.W. Sumardjono meliputi:
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a. Tanah- tanah vang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya;

b. Tanah- tanah hak yang berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi;

c. Tanah- tanah yang pemegang haknya meninggal dunia tanpa ahli waris;

d. Tanah- tanah vang ditelantarkan; dan

e. Tanah- tanah yang diambil untuk kepentingan umum sesuai dengan tata cara dan
pencabutan hak yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 1961 dan pengadaan tanah
yang diatur dalam Keppres No. 55 Tahun 1993."° Keppres ini dinvatakan tidak
berlaku lagi dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo. Peraturan
Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perpres No.36 Tahun
2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum.

b. Hak Milik Atas Tangh Dalam UUPA
Sejak berlakunya UUPA/Undang- Undang Nomor 5 tahun 1960, maka
terciptalah keseragaman dalam bidang hukum agraria nasional, yang berarti bahwa
UUPA telah menghilangkan sifat dualisme dari hukum agraria yang telah ada dan
berlaku sebelumnya. Dengan berlakunya UUPA, dualisme dalam Undang-undang
pertanahan dihilangkan dan semua hak atas tanah, bekas hak barat, maupun bekas hak

adat diperlakukan sama, harus didaftar.®°

" Maria S W. Sumardjono, Op.cit. h. 61-62.

® Departemen Dalam Negeri Dircktorat Jendral Agraria, Buku Tuntumaen Bagi Pelabai
Pembuar Akta Tanah, Cet. 45, Yayasan Hudayana Bina Sejahtera, Jakarta, 1985, h. 7.
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Pasal 16 Undang- Unadang Pokok Agraria, menentukan macam- macam
hak atas tanah yang ada di wilayah Indonesia, yaitu:
1. Hak Milik
2. Hak Guna Bangunan
3. Hak Guna Usaha
4, Hak Pakai
5. Hak Sewa untuk Bangunan
6. Hak Membuka Tanah
7. Hak Memungut Hasil Hutan
Disamping hak- hak atas tanah tersebut diatas, UUPA juga
hak- hak atas tanah yang bersifat hak atas tanah sementara seperti
misainya;
a. Hak Gadai;
b. Hak usaha bagi hasil;
¢. Hak menumpang;
d. Hak sewa tanah pertanian
Mengenai arti hak milik ini tercantum dalam pasal 20 avat (1) UUPA vang
berhubungan dengan pasal 6 UUPA, yang berbunyi sebagai berikut: Hak Milik
adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas

tanah, dengan mengingat bahwa hak itu mempunvai fungsi sosial 2! Hak milik adalah

' K. Wantjik Saich. Hak Andu Atas Tanak. Cct 1V, Ghalia Indoncsia, Jakarta. 1990, h.22.
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lainnya, misal saja menyewakan, menyerahkan tanah dengan hak guna bangunan,
ataupun menyerahkan tanah dengan hak pakai. Sebaliknya perlu ditegaskan bahwa
sifatnya yang terpenuh itu hak milik tidak berinduk kepada hak atas tanah yang lain.

Meskipun hak milik atas tanah mempunyai sifat-sifat seperti yang telah
disebutkan, namun tidak berarti hak milik itu merupakan hak yang mutlak, tidak
terbatas dan tidak dapat digugat-gugat. Sifat mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat
digugat-gugat tersebut akan bertentangan dengan sifat hukum adat dan sifat fungsi
sosial dari setiap hak atas tanah, yang merupakan dasar dari dikeluarkannya atau
diadakannya UUPA.

Disamping itu menurut hukum agraria, yang dimaksud dengan hak atas
tanah adalah hak untuk mempergunakan tanahnya saja, tidak terkecuali hak milik.
Jadi sifat terkuat dan terpenuh tersebut hanya terbatas untuk penggunaan tanah saja,
tidak termasuk penggunaan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya seperti
bahan-bahan mineral, minyak dan lain-lain termasuk dalam bahan pertambangan.

Adapun ciri- ciri hak milik adalah sebagai berikut:

a. Merupakan hak atas tanah yang terkuat;

b. Merupakan hak yang turun temurun dan dapat beralih, artinya dapat dialihkan
kepada ahli waris;

¢. Dapat menjadi hak induk, tetapi tidak dapat berinduk pada hak- hak atas tanah

lainnya. Ini berarti bahwa hak milik dapat dibebani dengan hak- hak atas tanah

"Eddy Ruchivar I. h.36
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lainnya, seperti hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak gadai, hak usaha
bagi hasil, hak menumpang;
d. Dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hipotik atau credietverband;
e. Dapat dialihkan yaitu dijual, ditukar dengan benda lain, dihibahkan dan diberikan
dengan wasiat,
f. Dapat dilepaskan oleh yang punya, sehingga tanahnya menjadi milik negara;
g. Dapat diwakafkan;
h. Si pemitik mempunyai hak untuk menuntut kembali di tangan siapapun benda itu
berada ( bersifat kebendaan )
Mengenai subyek hak atas tanah khususnya hak milik dibedakan menjadi
tiga golongan sebagaimana diatur dalam UUPA yaitu pasal 21 yaitu:
1. Orang- orang yang menjadi warga negara Indonesia
Warga negara Indonesia dapat mempunyai hak yang sepenuhnya vaitu hak
milik terhadap tanah. Hal ini diatur dalam pasal 21 ayat (1) UUPA.
2. Orang- orang yang bukan warga negara indonesia
Orang- orang yang bukan warga negara Indonesia (orang asing)hanya dapat
mempunyai hak pakai dan hak sewa bangunan,hal int diatur dalam pasal 42
dan pasal 45 UUPA. Tetapi pasal 21 ayat (3) UUPA masih memberikan
kesempatan kepada orang- orang asing untuk menguasai tanah dengan hak
milik selama jangka waktu satu tahun apabila tanah tersebut diperoleh karena

pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian
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pula terhadap warga negara Indonesia setelah berlakunya UUPA, kehilangan
kewarganegaraannya.
3. Badan- badan hukum yang diatur oleh hukum Indonesia, dan yang

berkedudukan di Indonesia.

2. Dasar Dari Kewenangan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Oleh Pemerintah
Kewenangan pemerintah dalam hal ini kepada Badan Pertahanan Nasional
dan jajarannya mengenai pembenan hak atas tanah didasarkan pada hak menguasai
dari negara. “Hak menguasai dari negara itu adalah bermakna agar dapat
memberikan agar dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran serta
kebahagiaan bagi masvarakat >
Dalam hal tersebut hak menguasai dari negara ini berhubungan dengan
pasal 33 ayat (3) UUD 4S5, pasal 1 UUPA dan terutama pasal 2 ayat (2) UUPA.
Ketentuan pokok yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 avat (3):
Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarmya kemakmuran rakyat. Sedangkan di dalam pasal
1 UUPA isinva antara lain :
1. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat

Indonesia, yang bersatu sebagal bangsa Indonesia.

" Ikid. h.St.

MR. Antang Ranoeruihardja, Perkembangan Hukum Apraria di Irdonesia, Cet. t, Tassito,
Bandung, 1982, h. 3.
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2. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung
di dalam wilayah RI sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air
dan ruang angkasa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.
3. Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi. air serta ruang angkasa
termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.
4. Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dan
di bawahnya serta yang berada di bawah air.
5. Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah
Indonesia.
6. Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruangan di atas bumi dan air
tersebut ayat (4) dan (5) pasal ini.?*
Dengan melihat ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 45 dengan pasal 1 UUPA
dapat diketahui adanya hubungan hukum antara negara dengan tanah diseluruh
wilayah Republik Indonesia. Ruang lingkup kewenangan menguasai oleh negara ini
terdapat di dalam pasal 2 UUPA, dimana dalam ayat (1) dikatakan bahwa bumi, air
dan ruang angkasa termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya itu pada
tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
Hak menguasai dari negara terdapat di dalam pasal 2 ayat (2) UUPA. Pengertian

dikuasai oleh negara ini dimaksudkan adalah memberi wewenang untuk :

™ Bocdi Harsono, Hukum Agraria Indoncsia Himpunar Peraturan-Peraturan Hukum
Tanah, Cet X1V Djambatan, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Boedi Harsono [}, h.5.
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a. Mengatur dan meny¢lenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan
pemeliharaan bumi, air ruang angkasa tersebut.
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
bumi air dan ruang angkasa.
¢. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan
perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.®. ...
Hak menguasai oleh negara dalam pasal 2 UUPA meliputi tanah-tanah di seluruh
wilayah Indonesia baik tanah-tanah yang tidak atau belum mempunyai hak-hak
perseorangan di atasnya maupun yang sudah ada hak-hak perseorangan di atasnya.
Kekuasaan negara menganai tanah yang sudah dipunyai orang dengan
sesuatu hak dibatasi oleh inti dari hak itu, artinya sampai seberapa besar negara
memben kekuasaan kepada yang mempunyai (pemegang hak) untuk menggunakan
haknya, sampai disitulah batas kekuasaan negara tersebut. Kekuasaan negara atas
tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atu pihak lainnya
adalah lebih luas dan penuh dibandingkan dengan tanah-tanah yang telah dipunyai
dengan sesuatu hak.
Berdasarkan kewenangan tersebut maka pemerintah dalam hal ini Kepala
Badan Pertanahan Nasional dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan
vang ada, berwenang mengatur hal-hal yang berakitan dengan hak-hak atas tanah.

Tanah-tanah negara yang belum dipunyai seseorang atau pihak lain dengan sesuatu

*lbid., h.6.
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hak dapat diberikan kepada pihak yang memenuhi syarat (orang atau badan hukum)
dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan kepertuannya, misalnya hak milik, hak
guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atau hak pengolahan.

Dalam Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 tahun
1999, pemberian hak atas sebidang tanah kepada seseorang atau sebuah badan hukum
tertentu atau kepada beberapa orang atau badan hukum secara bersama sebagai
penerima hak bersama, yang dilakukan dengan suatu penetapan pembernian hak.Dan
juga mengenai pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dalam peraturan ini
meliputi pula kewenangan untuk menegaskan bahwa tanah yang akan diberikan
dengan suatu hak atas tanah adalah tanah negara.

Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan baik Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya berkaitan dengan hak milik sebagaimana diatur dalam
Permenagraria/ Kepala BPN no.3 tahun 1999 Bab Il pasal 3 memberikan keputusan
mengenai:

1. Pemberian hak milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 HA
(dua hektar);

2. Pemberian hak milik atas tanah non pertanten yang luasnya tidak lebih dari
2.000 M2 (dua nbu meter persegi), kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna
Usaha;

3. Pemberian hak milik atas tanah dalam rangka pelaksanaan program:

a. transmigrasi;

b. redistribusi tanah;
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¢. Kkonsilidasi tanah:
d. pendaptaran tanah sécara massal baik dalam rangka® pelaksanaan
pendaftaran tanah secara sistematik maupun sporadik.

Mengenai kewenangan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan nasional
propinsi adalah memberikan putusan mengenai hal- hal sebagaimana diatur dalamBab
111 pasal 7 Permenagraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1999 antara lain:

1. pemberian Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 HA (dua
hektar);

2. perberian Hak Milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak tidak lebih
dari 5.000 M2 (lima ribu meter persegi), kecuali yang kewenangan
perberiannya telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/
Kotamadya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Sedangkan penetapan pemberian hak atas tanah secara umum menjadi kewenangan
dari Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional. Menurut pasal 14
Menten Negara Agraria/Kepala BPN memberi keputusan mengenai:

1. Pemberian dan pembatalan hak atas tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya
kepada- Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi atau Kepala antor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan Bab III.

2. Untuk Kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN
Propinsi atau -Kepala -Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagaimana
dimaksud dalam Bab II dan Bab III, Menteri Negara Agraria/Kepala BPN

member1 keputusan mengenai pemberian dan pembatalan keputusan pemberian
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hak atas tanah apabila atas laporan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi dengan

berdasarkan keadaan dilapangan.

3. Peraturan-Peraturan yang Berkaitan Dengan Pemberian Hak Milik Atas
Tanah Negara

Seperti diketahui bahwa kewenangan pemerintah mengenai pemberian hak
atas tanah tersebut di dasarkan pada hak menguasai dari Negara, berdasarkan
kewenangan terscbut maka pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional
mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak atas tanah
dengan berpedoman “ pada ketentuan perundang-undangan yang ada. Peraturan
perundang-undangan yang dimaksud antara lain peraturan Menteri Dalam Negeri
(selanjutnya disingkat Permendagri) Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan
Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah yang sekarang menjadi peraturan Menteri-
Negara Agraria / Kepala BPN (selanjutnya disingkat Permenagraria) nomor 3 tahun
1999 tetang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan
Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Permendagri No. 6 tahun 1972 dikeluarkan
dengan pertimbangan bahwa pembagian pelimpahan, tugas dan wewenang agraria
yang ditetapkan dalam PMDN No.1/1967, perlu ditinjau kembali dan untuk
mempetlancar pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pemberian hak-hak atas
tangh, perlu diatur kembali pelimpahan wewenang pemberian atas tanah kepada
Gubernur / Bupati / Walikota Kepala Daerah dan Kepala Kecamatan dalam

kedudukan dan fungsinya. Sebagai’ wakil pemerintah, untuk itu pemerintah
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menetapkan Permendagri No. 6/1972, yang menyangkut tentang hak milik terdapat
dalam pasal 2, 7 dan pasal 14 tentang pembatalan hak atas tanah. Untuk kelancaran
tugas pelayanan di bidang hak-hak atas tanah perlu diadakan peninjanan kembali
ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dan
kewenangan pembatalan keputusan menganai pemberian hak tanah, atas
pertimbangan tersebut Menteri Negara Agraria / Kepala BPN menerbitkan
Permenagraria / Kepala BPN No.3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan
Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, dan kewenangan
pembatalan pemberian hak milik tersebut terdapat di dalam pasal 3, pasal 7 dan pasal
12.

Peraturan-peraturan hukum yang lainnya yang berkaitan dengan pemberian
hak atas tanah adalah Permendagri nomor 5 tahun 1973, tentang Ketentuan-Ketentuan
Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negen ini diterbitkan atas pertimbangan :

® Penyesuaian struktur organisasi sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri
dalam Meneteri Dalam Negeri No. 88/1972 serta perubahan pelimpahan
wewenang pemberian hak atas tanah yang diatur dalam PMDN No. 6/1972, -

* Mencabut peraturan Menteri Muda Agraria No. 15/1959 t{entang pemberian dan
pembaharuan beberapa hak atas tanah serta pedoman mengenai tata cara kerja
bagi pejabat-pejabat yang bersangkutan.

* Hak atas tanah : HM, HGB. HP, HGU dan HPL yang dimaksud PMA 9/1965

& Tanah negara, tanah yang langsung dikuasai negara. -
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= Tanah hak, tanah yang dipunyat dengan suatu hak seperti tersebut ayat (1).
# Pejabat yang berwenang, pejabat sebagaimana dimaksud dalam SK Mendagn
No. 187/1970 Jis keputusan Mendagri 88/72 dan PMDN 6/72.
= Pemberian hak atas tanah adalah pemberian, perpanjangan dan pembaharuan
hak atas tanah.
Pasal 2 sampai dengan pasal 12 mengatur tata cara permohonan, persyaratan,
pemprosesan dan pemberian atan penolakamrhak milik atas tanah.
Permendagri No. 5/1973 ini kemudian diganti dengan Permenagraria/ Kepala BPN
No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah
Negara dan Hak Pengelolaan, yang menyanglut tentang pemberian bak milik atas
tanah di atur di dalam pasal 8 sampai dengan pasal 16 sedangkan tentang tata cara
pembatalan hak atas tanah diatur di dalam pasal 104 dengan pasal 123 dari

Permenagraria tersebut.

4. Mekanisme Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara

Dalam uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa peraturan-peraturan
hukum yang dilaksanakan yaitu berkaitan dengan pemberian hak milik atas tanah
adalah bertujuan untuk mewujudkan kepastian hokum terhadap pemegang* hak-hak
atas tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang cita-citakan oleh
pembuat Undang-Undang Pokok Agraria.

Sebelum dilaksanakan pemberian hak mikk vang difinitif menurut prioritas

yang telah disebutkan, maka harus diperhatikan tentang syarat-syarat permohonan
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hak milik tersebut dan di dalam memproses permohonan hak atas tanah tersebut teiah
dipertimbangkan ketentuan yang mengatur tentang konservasi lingkungan, yang
terdapat di dalam Keppres 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
Menurut pasal 1 angka 1 Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan
fangsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam,
sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan
pembangunan berkelanjutan.Adapun pengelolaan kawasan lindung meliputi upaya
penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung. Pengelolaan
kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan
hidup. Sedangkan sasaran pengelolaan kawasan lindung antara lain :

a. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbutmn dan

satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa;
b. Mempertahankan keanckaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem.
dan keunikan alam.

Dengan mempertimbangkan aspek pengelolaan kawasan lindung diharapkan
keputusan pemberian hak milik atas tanah negara tidak membawa dampak yang -
merugikan fungsi lingkungan hidup,

Ketentuan mengenai tata cara pemberian hak atas tanah di atur di dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1973 yang kemudian dirubah dan
diatur kembali dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN nomor 9
tahun 1959 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara

dan Hak Pengolahan. Khususnya tentang pemberian hak milik terdapat di daiam pasal
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8, 9 dan 10 sedangkan tata cara pemberian hak milik di atur dalam pasal 11 sampai
dengan pasal 16 Permenagraria / Kepala BPN No. 9 tahun 1999.

Mekanisme pemberian hak atas tanah diawali dengan pengajuan
permohonan hak atas tanah oleh pemohon secara tertulis dengan mempergunakan
blangko permohonan hak yang telah disediakan di kantor pertahanan dengan bentuk
dan format yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Setelah melalui proses sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, keputusan
pentberian hak milik atau keputusan penolakan disampaikan kepada pemohon metalui
surat tercatat atau dengan cara lain yang menjamin sampainya keputusan tersebut

kepada yang berhak.

5. Persyaratan-Persyaratan Teknis dan Yuridis di Dalam Pemberian Hak Milik
Atas Tanah Negara

Seperti diketahui di dalam permohonan dan pemberign hak milik atas tanah
diperlukan persyaratan-persyaratan teknis dan yuridis yang harus dipenuhi oleh
subyek maupun obyek hak, tujuannya yaitu untuk memberikan kepastian hukum
mengenai pemberian hak milik atas tanah.
Dalam hal ini- persyaratan-persyaratan teknis dan yuridis baik yang menyangkut
tentang subyek maupun obyek hak di daiam pemberian hak milik atas tanah negara
tersebut dibuat berdasarkan data-data yang diperoleh dari kantor pertanahan

Kabupaten Badung.
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Di dalam hal tentang persyaratan teknis yang menyangkut batas-batas
tanah juga berhubungan dengan data fisik (surat ukur), di dalam melakukan
pengukuran harus diperhatikan tentang tanah-tanah yang terkena kawasan konservasi.
Dalam Permenagraria / Kepala BPN No. 9 tahun 1999 di dalam pasal 4 ke (4)
disebutkan tanah-tanah tertentu yang diperlukan untuk kawasan konservasi yang
ditetapkan oleh menteri tidak dapat dimohon dengan sesuatu hak atas tanah. Hal ini
dihubungkan dengan Keppres RI No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaam Kawasan
Lindung pada pasal 14 dicantumkan kriteria sempadan pantai adalah daratan
sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai
minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke armah darat. Sempadan Pantai
merupakan kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting
untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Sedangkan di dalam pasal 16
Keppres RI No. 32 tahun 1990 dicantumkan, kriteria sempadan sungai adalah :

- Sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri
kanan anak sungai yang berada diluar permukiman.
- Untuk sungai kawasan permukiman berupa sungai yang diperkirakan cukup
untuk dibangun jalan impeksi antara 10-15 meter.
Sempadan sungai merupakan kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai
buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunysi memfaat penting untuk
mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Ketentuan yang terdapat di dalam pasal
18 UU No. 32 tahun 1990 yaitu kriteria kawasan sekitar danau / waduk zdalah

daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebamnya proporsionat dengan
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bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk antara 50 — 100 meter dari titik pasang
tertinggi ke arah darat. Di dalam Keppres No. 57 tahun 1989 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Tata Ruang, mencantumkan tentang kriteria kawasan lindung
yaitu :

1. Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan
yang melebihi nilai skor 175 menurut SK Menteri Pertanian No.
837/Kpstn/11/1980. dan atau

2. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih (Inmendagri
8/1985) dan atau

3. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2.000 meter
lebih.

Oleh karena itu di dalam pemberian hak milik atas tanah kepada subyek
hak, pemerintah dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan dan para petugas yang
melakukan pengukuran agar memperhatikan ketentuan-ketentuan yang menyangkut

tentang kawasan konservasi.

6. Pendaftaran Hak Milik Melalui Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara -

Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bagi
semua orang dan kepastian hak bagi setiap pemegang hak atas tanah, disamping
perlunya unifikasi dan kondifikasi kaedah-kaedah hukum agraria pendaftaran
dimaksudkan meliputi :
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a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah yang menghasilkan peta-peta
pendaftaran dan surat-surat ukur dari peta pendaftaran dan surat ukur dapat
diperoleh kepastian mengenai letak, batas dan luas tanah yang bersangkutan.
Inilah yang disebut dengan ““Azas Spesialitet”.

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut termasuk dalam
kegiatan ini pendaftaran atau pencatatan dari hak-hak lain (baik hak atas tanah-
tanah maupun hak jaminan) serta beban lainnya vang membebani hak-hak atas
tanah yang didaflarkan itu, selain mengenai status daripada tanahnya.
pendaftaran ini memberikan keterangan tentang subyek daripada haknya, siapa
yang berhak atas tanah yang bersangkutan. Inilah yang disebut “Azas Openbaar
Head”.

¢. Pembenan surat-surat tanda bukti hak vang menurut pasal 19 avat 2 berlaku
sebagai alat pembuktian yang kuat (sertifikat).”’

Sehubungan dengan itu undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dalam pasal 19 memerintahkan
diselenggarakannya pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum
(Recht Kadaster). Pendaftaran tanah diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah
nomor 10 tahun 1961 yang kemudian digantikan dengan Peraturan Pemerintah nomor
24 whun 1997. Menurut PP No. 24/1997 dalam pasal 1 (1) pendaftaran tanah adalah :

rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus

TEddv Ruchiyvut, Sistem Pendaftaran Tunah Sebelum Jan Sesudah Berlakanya T'UP 4.
Armico Bandung, 1984, (Selanjuinya disingkat Eddy Ruchiyat 11), h. 47-48
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berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan
penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan
daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian
surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah
susun serta hak-hak tertentu yang membebankannya. Adapun hak-hak atas tanah yang
wajib didaftarkan yaitu : hak milik (pasal 23 UUPA). Hak Guna Bangunan (pasal 23
UUPA), Hak Guna Usaha (pasal 38 UUPA), dan Hak Pakai serta Hak Pengolahan
{pasal 1 PMA No. 1 tahun 1996 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengolahan).

Kewajiban yang menjadi beban dari pemegang hak atas tanah ini lazim
disebut dengan pendafiaran hak atas tanah. Untuk menyelenggarakan pendafiaran
tanah harus juga diperhatikan dengan seksama mengenai dasar permulaannya dan
cara pemeliharaan selanjutnya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas berdasarkan
ketentuan pasal 23 UUPA mewajibkan pendaftran hak milik atas tanah, demikian
pula setiap peralihan, hapusnya hak milik atas tanah, dan pembebanannya dengan
hak-hak lain. Ayat (2) pasal 23 ini, menentukan bahwa pendafiaran ini merupakan
alat pembuktian yang mengenai hapusnya hak milik atas tanah serta sahnya peralihan
dan pembebanan hak tersebut adalah sesuai dengan yurisprudensi tetap dari
mahkamah Agung Indonesia tentang hal ini mengenai pendaftaran tanah oleh kepala

desa dalam petuk-petuk pajak humi. 8

Bwirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda,PT .Intermasa, 1986 h. 49
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Pendaftaran hak milik atas tanah dilakukan guna menjamin kepastian
hukum dibidang penguasaan dan pemilikan tanah, faktor kepastian letak dan batas
setiap bidang tanah tidak dapat diabaikan karena itu masalah pengukuran dan
pemetaan serta penyediaan peta berskala besar untuk keperluan penyelenggaraan
pendaftaran tanah merupakan bagian penting yang tidak boleh diabaikan. Setelah
diadakannya pendaftaran hak milik atas tanah maka diterbitkan kemudian sertifikat
hak milik atas tanah tersebut. Sertifikat dinyatakan sebagai alat pembuktian vang kuat
oleh UUPA. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang
sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus
diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan sehari-hari maupun dalam
sengketa di pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum
dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (pasal 32 ayat (1) P.P No. 24
tahun 1997) dan bahwa orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertifikat
atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan
sertifikat itu dia tidak mengajukan gugatan kepada pengadilan, sedangkan tanah
tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik dan
secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang
mendapat persetujuannya pasal 32 ayat (2) P.P No, 24 tahun 1997.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sertifikat hak milik atas tanah
merupakan alat pembuktian yang kuat dan juga kekuatan sertifikat itu ditopang oleh

hubungan hukum antara pihak yang bersangkutan. Sedangkan pendafiaran hak milik
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atas tanah diselenggarakan adalah dalam rangka memberikan jaminan kepastian
hukum di bidang pertahanan.

Prosedur dan mekanisme alur pelaksanaan pensertifakatan atas dasar surat
keputusan pembenan hak atas tanah ketentuannya diatur di daiam peraturan Menteri
Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1999 tentang
permohonan pendaftaran tanah secara sporadik menurut ketentuan pasal 73
Permenagraria / Kepala BPN No. 3 tahun 1999 secara singkatnya disebutkan bahwa
kegiatan pendafiaran tanah secara sporadic dilakukan atas permchonan yang
bersangkutan, hal ini dicantumkan di dalam ayat (1), sedangkan ayat (2) menyatakan
permohonan yang yang dimaksud di dalam ayat (1), terutama yang berhubungan
dengan pendaftaran tanah vaitu meliputt permohonan untuk mendafiar hak baru
berdasarkan alat bukti yang dimaksud dalam pasal 23 PP No. 24/1997, di dalam pasal
75 Permenagrana / Kepala BPN No. 3/97, menyatakan bahwa harus disertai dengan
dokumen asli untuk membuktikan hak atas bidang tanah yang bersangkutan dengan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 PP. No. 24 tahun 1997. Sesuai dengan
ketentuan yang terdapat di dalam pasai 23 PP. No. 24 tahun 1997, untuk keperluan
pendaftaran hak, hak atas tanah baru dibuktikan dengan penetapan pemberian hak
dan pejabat yang berwenang untuk memberikan hak itu berasal dari tanah negara atau
tanah hak pengolahan. Sehubungan dengan hal tersebut maka ditetapkan mekanisme

alur pelaksanaan pensertifikatan atas dasar surat keputusan pemberian hak atas tanah.
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7. Analisis Pemberian Hak Milik Atas Nama Pura Merajan 1 Gusti Lanang
Ungasan.
Mengenai pemberian hak milik atas tanah Negara kepada I Gusti Lanang
Ungasan secara singkat dapat dikemukakan sebagai berikut : Bahwa pada tanggal 20
Januari 2000, pemohon (I Made Kadiana), bertindak untuk dan atas nama I Gusti
Lanang Ungasan, mengajukan permohonan hak milik atas tanah negara. Pemohon
telah menguasai tansh secara turun temurun dari tahun 1940. Permohonan yang
dilakukan oleh I Made Kadiana kepada Kepala BPN Badung, telah disetujui dengan
keluarnya SK No. 37-320-1-61-3.2000 tanggal 1 Agustus 2000, tentang pemberian
hak milik atas nama Pura Merajan I Gusti Lanang Ungasan atas tanah yang terletak di
Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, berdasarkan SK ini diterbitkanlah sertifikat hak
milik No. 4075. Selanjutnya terhadap penerbitan sertifikat No. 4075 diajukan
keberatan oleh panitia pembangunan Desa Adat Ungasan dan diminta agar sertifikat
tersebut dibatalkan. Adapun alasan keberatan yang diajukan antara fain :
e karena proses permohonan hak milik terhadap tanah Negara tersebut tidak
benar serta melanggar sempadan pantai.
e Permohonan hak milik yang ditandatangani I Wayan Kari selakuy Kepala
Dusun Klod Ungasan hanya 10.000 m2 namun sertifikat terbit tanahnya
seluas 20.000m2.
e Para penyanding tidak semuanya mengetahui proses pengukuran tanah

vang dimohon maupun penandatangan Berita Acara Pengukurannya
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Keberatan ditujukan kepada ketua DPRD Badung dan tembusannya ditujukan
kepada kantor wilayah BPN Propinsi Bali. Disamping gencar ditulis di media massa,
juga muncul keberatan dari Kadus Kelod Desa Ungasan selaku penyanding tanah
yang dimohon oleh 1 Gusti Lanang Ungasan dan keberatan dari Antonius S. Johan
selaku kuasa dari R.A Leonardi. Terhadap hal-hal tersebut di atas, kemudian Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Badung mengeluarkan SK No. 1-520.2-61-03-2000
Tanggal 11 September 2000 tentang pembatalan Surat Keputusan pemberian Hak
Milik atas nama Pura Merajan I Gusti Lanang Ungasan atas tanah yang terletak di
desa Ungasan, Kecamatan Kuta.

Mengenai pemberian Hak milik atas Tanah Negara perlu diperhatikan
Permenagraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 khususnya pasal 8 sampai dengan
pasal 16. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai syarat syarat permohonan hak milik
dikeluarkannya keputusan dapat atau tidak pemohon diberikan hak milik atas tanah
negara. Masalah batas-batas tanah yang berhubungan dengan data fisik (surat ukur),
dalam pengukuran periu diperhatikan tanah-tanah yang mungkin termasuk dalam
kawasan konservasi.

Dilihat dari aspek penatagunaan tanah, bahwa lokasi tanah yang berada
pada kawasan perlindungan (kawasan konservasi sepanjang pantai), tidak dapat
dimohonkan dengan suatu hak atas tanah. Hal ini mengacu pada
Permenagraria’Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 yaitu dalam pasal 4 ayat (4)
menyebutkan bahwa tanah-tanah tertentu yang diperlukan untuk konservasi yang

ditetapkan oleh Menteri tidak dapat dimohon dengan suatu hak atas tanah. Fisik tanah
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juga harus diperhatikan karena tanah vang mempunyai kemiringan tanah lebih dari
45% (51 derajat} yang menurut Keppres RI No. 32 Tahun 1990 termasuk klasifikasi
kawasan lindung, menurut Perda No. 4 Tahun 1996 Propinsi Bali termasuk kawasan
perfindungan jurang. Ketentuan inilah yang dilanggar didalam pemberian Hak Milik
atas tanah negara kepada ! Gusti Lanang Ungasan sehingga menimbulkan keberatan
dari masyarakat ungasan yang diwakili oleh Panitia Pembangunan Desa Ungasan.
Selain itu didalam proses pengukuran, tidak melibatkan para penyanding dan para
penyanding serta Kepala Dusun Klod Ungasan tidak turut menandatangani berita
acara pengukuran serta terjadi kesalahan dimana tanah yang dimohonkan seharusnya
10.000 m2 tetapi keputusan pemberian hak milik atas tanah negara kepada 1 Gusti
Lanang Ungasan tansh yang diberikan adalah 20.000 m2 yang justru melanggar
sempadan pantai dan menyebabkan terjadinya tumpang tindih hak milik atas tanah
dengan hak milik RA Leonardi kurang lebih 10 m. Seharusnya Panitia A lebih teliti
dalam melakukan pemeriksaan lokasi guna menghindari kekelirvan didalam
pengukuran dan mencocokan data yuridis dan data fisik dengan kondisi di lapangan.
Adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut, Kepala Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Badung seharusnya tidak mengeluarkan Keputusan Pemberian Hak Milik
Atas Tanah Negara kepada [ Gusti Lanang Ungasan karena hal tersebut tidak saja
merugikan pihak pemohon tetapi juga pihak-pihak lain yang dilanggar haknya dan
yang terpenting lagi hal tersebut membawa dampak bagi kelestarian lingkungan yang

pada akhimya merugikan masyarakat luas.
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BAB III
PEMBATALAN SERTIFIKAT
HAK MILIK ATAS TANAH

1. Alasan Pembstalan Pemberian Hak

Sebagaimana diketahui bahwa pemberian hak milik atas tanah yang
dilakukan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional kepada subyek hak milik
atas tanah disertai dengan sertifikatnya. Terhadap Keputusan pemberian hak atas
tanah ini, dapat dilakukan pembatalan bila mana didalam proses permohonan hingga
dikeluarkannya keputusan pemberian hak terdapat kesalahan- kesalahan yang bersifat
hukum administratif. Menurut Peraturan Menagraria/Kepala BPN Nomeor 9 Tahun
1999 pasal 1 angka 14, Pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan
pemberian hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut
mengandung cacad hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk
melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Kesalahan yang dimaksud sebagaimana yang diatur dalam Peraturan
Menagraria’Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 khususnya ketentuan pasal 107,
misalnya adanya kesalahan dalam perhitungan luas yang dimohonkan dengan yang
diberikan.Adanya kesalahan dalam perhitungan luas ini justru melanggar hak milik
atas tanah pihak lain karena terjadi tumpang tindih hak diatas tanah yang sama dan
terjadi pelanggaran kawasan konservasi sebagaimana diatur dalam Keppres No. 23

Tahun 1990 karena hak milik vang diberikan melanggar sempadan pantai. Selain itu
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terjadi kesalahan dalam prosedumya dimana dalam pengukurannya panitia A tidak
melibatkan para penyanding secara keseluruhan. Kesalahan- kesalahan ini
mengakibatkan adanya cacad hukum administratif dalam keputusan pemberian hak
milik atas tanah yang diperoleh. Oleh karena itu ada pihak-pihak yang berkeberatan
terhadap dikeluarkannya sertifikat hak milik tersebut dan terhadap hal itu periu
diadakan pemeriksaan tentang letak tanah, data-data yuridis, ditambah data-data fisik
dari tanah tersebut. Pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh para petugas, pada
kenyataannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Oleh karena itu terhadap hal tersebut dapat dilakukan pembatalan pemberian
hak milik atas tanah. Secara garis besar mengenai pembatalan pemberian hak milik
atas tanah negara menurut ketentuan pasal 104 sampai dengan pasal 133 Peraturan
Menagrana/Kepala BPN nomor 9 tahun 1999 terdapat dua alasan antara lain :

1. Pembatalan Hak atas tanah karena cacad hukum administratif,

2. Pembatalan hak atas tanah karena melsksanakan Putusan Pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pembatalan hak atas tanah karena cacad hukum administratif masih dibagi lagi
menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Karena Permohonan,

2. Tanpa permohonan,
Menurut pasal 107 peraturan Menagraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 yang
dimaksud cacad Hukum Administratif antara lain :

a. kesalahan prosedur;
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kesalahan penerapan peraturan perundang-uandangan;
kesalahan subjek hukum;

kesalahan objek hak;

kesalahan jenis hak;

kesalahan perhitungan luas;

terdapat tumpang tindih hak atas tanah

data yuridis atau data fisik tidak benar; atau
kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.

? PSR e Mo o

tetapi apa pengertian dan contoh dari masing-masing cacad hukum
administratif tersebut diatas tidak diberikan penjelasan. Oleh sebab itu berdasarkan
pengamatan dan teori-teori yang ada akan dikemukakan pengertian ataupun dari
masing-masing jenis cacad hukum administratif sebagai berikut:

Ad a  Kesalahan prosedur antara lain adalah mengenai pengumpulan data-data
yuridis sebagai alas hak dalam penerbitan sertifikat hak atas taah. Misalnya bctuk
pajak bumi/landrente, girik, pipil, ketitir, surat keterangan riwayat tanah dan surat-
surat keterangan lainnya yang dibuat oleh kepala adat/Kepala Desa/Kelurahan setelah
ada keputusan pemberian hak temyati dipalsukan.

Ad b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan adalah mengenai
proses penerbitan hak atas tanah misalnya bekas tanah negara seharusnya diproses
melalui permohonan hak tetapi diproses melalui konversi,

Ad c. Kesalahan subjek hak misalnya didalam pemberian hak atas tanah nama
yang tercantum dalam Surat Keputusan itu salah maka akan mengakibatkan batainya

keputusan pemberian hak atas tanah tersebut.
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Ad d Kesalahan objek hak antara lain di alam pelaksanaan pengukuran pemilik
salah menunjukkan batas-batas tanah yang dimaksud ataupun salah dalam
penunjukan letak tanah vang dimohonkan.

Ad e. Kesalahan jenis hak antara lain didalam pengajuan permohonan hak vang
dimaksud adalah hak milik akan tetapi setelah keluar surat keputusan pemberian hak
menjadi hak guna bangunan. Hal tersebut dapat juga digunakan sebagai alasan
pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah.

Ad f  Kesalahan perhitungan luastemasuk dalam kesalshan imi bila terjadi
kesalahan dalam pengukuran yang mengakibatkan adanya perbedaan luas yang
seharusnya diperoleh scsuai dengan permohonan yang diajukan. Perbedaan
perhitungan luas ini justru dapat melanggar hak-hak orang lain.

Ad g Terdapat tumpang tindih hak atas tanah dapat dijelaskan sebagai berikut,
misalnya ada sebidang tanah yang sudah bersertifikat atas nama [wan Saputra,
kemudian ada pihak lain yang mengajukan permohonan hak pada bidang tanah yang
sama yang dimiliki oleh Twan Saputra. Dalam hal seperti ini perlu diteliti lebih lanjut
dasar perolehan hak tersebut, jika memang tanah tersebut telah dihaki oleh pihak lain
maka surat keputusan pemberian hak tersebut seharusnya dibatalkan, kecuali pthak
yang menghaki tersebut dalam memperoleh haknya terdapat kesalahan data yuridis
ataupun data fisik.

Ad h. Data yuridis dan data fisik tidak benar, apabila dalam pererbitan surat

kepuiusan pemberian hak atas tanah tersebut diduga ada data yuridis misalnya petok,
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pipil, kekitir dan suat-surat lainnya yang dipalsukan atau data fisiknya tidk benar
maka hal ini dapat dijadikan alasan pembatalan surat keputusan pemberian hak.
Perumusan ketentuan apa saja yang termasuk cacad hukum administratif
seperti tersebut diatas, tidak bersifat limitatif (terbatas), bisa saja diuar dari ketentuan
pasal 107 huruf a-g sepanjang masih termasuk kesalaha administratif, baik karena
kekurangan syarat material maupun syarat formal. Sebagaimana telah dikemukakan
pada bab sebelumnya bahwa secara teoritis keputusan administrasi negara dianggap
sah bilamana memenuhi syarat material dan syarat formal. Syarat material berkaitan
dengan objek, isi dan tujuan dibuainya keputusan. Sedangkan syarat formal
berhubungan dengan bentuk dan prosedur pembuatan keputusan. Atau secara
contrario dapat dikatakan bahwa suatu keputusan administrasi negara dianggap tidak
sah atau cacad hukum administratif apabila tidak memenuhi syarat material maupun
syarat formal.Dengan demikian apabila dikaitkan dengan persyaratan keabsahan dari
keputusan adminitrasi negara tersebut cacad hukum yang dijadikan alasan pembatalan
keputusan pemberian hak atas tanah negara dapat dikelompokan sebagai berikut:

1. Cacad hukum administratif karena tidak terpenuhi syarat material
meliputi kesalahan subjek hak, kesalahan objek hak, kesalahan jenis
hak dan kesalahan data yuridis atau data fisik tidak benar;

2. Cacad hukum administratif karena tidak terpenuhi syarat formal
meliputi  kesalahan prosedur, kesalahan penerapan peraturan
perundang-undangan, salah perhitungan luas dan adanya tumpang

tindih hak atas tanah.
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Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa selain cacad hukum
administratif pembatalan keputusan pemberian hak milik atas tanah negara terdapat
alasan lain yaitu karena melaksanakan putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap. Untuk pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah karena
melaksanakan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, biasanya
dimulai dengan adanya sengketa yang berkaitan dengan kepentingan kepemilikan
atau penguasaan tanah. Dari pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak sah, akan
melahirkan hubungan hukum yang tidak sah pula. Proses perolehan hak yang tidak
sah atau melawan hukum, tidak dapat digunakan sebagai alas hak untuk mendapatkan
sertifikat hak atas tanah. Mengenai keputusan pemberian hak atas tanah yang

diperoleh dan hubungan hukum yang tidak sah dapat dimintakan pembatalannya.

2. Tata Cara Pembatalan Pemberian Hak
Pembatalan hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah pada dasamya

adalah wewenang kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat. Akan tetapi berdasarkan
Peraturan Menagraria’Kepala BPN nomor 3 tahun 1999 dapat dilimpahkan kapada
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi. Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota dalam kaitan pemberian hak, meliputi: hak milik, hak guna
bangunan, hak pakai dan perubahan hak. Berdasarkan ketentuan pasal 3 peraturan
Menagraria/Kepala BPN no 3 tahun 1999 dapat diketahui bahwa kewenangan Kepala

Kantor Pertanahan Kabupatei/Kota dalam hal pemberian keputusan mengenai hak
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milik tanah pertanian maksimum luasnya 2 Ha, sedangkan untuk hak milik atas tanah
non pertanian maksimum 2000 m2, atau mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha
dapat lebih dari 2000 m2. Berdasarkan asas “Contrarius of Actus” bahwa badan yang
berwenang mengeluarkan Surat Keputusan pemberian Hak (milik) juga berwenang
pula membuat keputusan pembatalannya. Jadi dengan demikian, Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota berwenang mengeluarkan keputusan pembatalan hak atas
tanah terbatas pada tanah pertanian maksimim 2000 m2, atau mengenai tanah bekas
Hak Guna Usaha dapat lebih dari 2000 m2.

Tata cara pembatalan hak atas tanah yang merupakan ketentuan-ketentuan
di dalam Peraturan Menagrana/Kepala BPN No. 9 tahun 1999 BAB VI. Secara
umum pada pasal 104 disebutkan bahwa pembatalan hak atas tanah meliputi
pembatalan keputusan pembenian hak, sertifikat atas tanah dan keputusan pembenian
hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah. Sedangkan ayat {(2) nva secara
singkatnya pembatalan hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan
karena terdapat cacad hukum administratif dalam keputusan
pemberiannya/sertifikatnya/melaksanakan  putusan  pengadilan  yang  telah
memperoleh kekuatan hukum tetap. Di dalam pasal 105 ayat (1) disebutkan
pembatalan hak atas tanah dilakukan dengan Keputusan Menteri pada ayat (2)
Menteri dapat melimpahkan kepada Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuk.
Pada bagian kedua tentang pembatalan hak atas tanah karena cacad hukum
administratif daiam pasal 106 ayat (1) disebutkan keputusan pembatalan hak atas

tanah karena cacad hukum administratif, dapat dilakukan dengan 2 cara vaitu : (a)
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karena permohonan vang berkepentingan dan (b) tanpa permohonan yakni keputusan
vang dilakukan oleh pejabat vang berwenang. Pada ayat (2) disebutkan bahwa
permohonan pembatalan hak dapat diajukan langsung kepada Menter1, pejabat yang
ditunjuk melalui Kepala Kantor Pertanahan.

Mengenai pembatalan hak atas tanah karena cacad hukum administratif
yang diterbitkan karena permohonan diatur dalam pasal 108 sampai dengan 118.
permohonan pembatalan hak atas tanah yang dimaksud diajukan kepada Menteri
melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang
bersangkutan. Terhadap berkas permohonan pembatalan yang diterima oleh Kepala
Kantor Pertanahan diteliti kelengkapannya dan kebenaran data yuridis dan data
fisiknya serta dipetiksa kelayakan permohonan tersebut sebelum diproses lebih lanjut.
(pasal 112 ayat 1).Menurut pasal 112 ayat (2) dalam hal permohonan pembatalan hak
yang telah dilimpahkan kepada kantor wilayah disertai dengan pendapat dan
pertimbangannya. Sesudah meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data
fistk, Kepala kantor wilayah memeriksa kelayakan permohonan pembatalan tersebut
dapat atau tidaknya dikabulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah menerbitkan Keputusan Pembatalan hak
atas tanah yag dimohonkan atau keputusan penolakan disertai dengan alasan
penolakannya (pasal 113 ayat 1 dan 2). Menurut pasal 114, dalam hal keputusan
pembatalan hak tidak dilimpahkan kepada Kantor Wilayah, Kepala Kantor
Pertanahan menyampaikan berkas permohonan pembatalan kepada Menteri disertai

dengan pendapat dan pertimbangannya. Menteri meneliti kelengkapan dan kebenaran
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data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohonkan pembatalannya dengan
memperhatikan pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan, selanjutnya
diperiksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 115 ayat 2).Setelah
mempertimbangkan pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Pertanshan, menteri
menerbitkan keputusan pembatalan hak atas tanah yang dimohonkan atau keputusan
penolakan disertai dengan alasan penolakannya (pasal 115 ayat 3).

Dalam hal permohonan pembatalan hak atas tanah diajukan langsung
kepada Menteri, diteliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas
tanzh yang dimohonkan pembatalannya serta kelayakan permohonan tersebut dapat
atau tidaknya dikabulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku (pasal 116 ayat 3). Apabila data yuridis dan data fisik permohonan
pembatalan dianggap kurang memenuhi syarat, Menteri dapat memerintahkan kepada
Kepala Kantor wilayah atau Kepala Kantor Pertanahan untuk meneliti kembali data
yuridis dan data fisik dan melaporkan hasilnya kepada Menteri (pasal 116 ayat 3).
Menurut pasal 116 ayat 4 dan 5, hasil penelitian sebagaimana yang dimaksud pasal
116 ayat 3 menjadi dasar pertimbangan untuk memutuskan dapat atau tidaksiya
dikabutkan permohonan tersebut dengan menerbitkan keputusan pembatalan hak atau
keputusan penolakan disertai dengan alasan penolakannya. Keputusan pembatalan
hak atau keputusan penolakan pembatalan hak atas tanah disampaikan kepada
pemohon melalui surat tercatat atau dengan cara lain yang menjamin sampainya

keputusan tesebut kepada yang berhak (pasal ! 18).
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Dalam paragraf ke-2 Permenagraria No. 9 tahun 1999 dijelaskan tentang
pembatalan hak atas tanah kerena cacad hukum administratif yang diterbitkan tanpa
adanya suatu permohonan. Uraian/penjelasan dari hal itu terdapat di dalam pasal 119
yang menyebutkan bahwa pembatalan hak atas tanah yang dilakukan oleh pejabat
yang berwenang dilaksanakan apabila diketahui adanya cacad hukum administratif
dalam proses penerbitan keputusan pemberian hak atas sertifikatnya tanpa adanya
permohonan. Pasal 120 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala Kantor Pertanahan
mengadakan penelitian data yuridis dan data fisik terhadap kepufusan pemberian
dan/sertifikat yang diketahui cacad hukum administratif dalam penerbitannya.
Sedangkan ayat (2) nya menyatakan bahwa hasil penelittan dimaksud ayat (1),
disampaikan kepada kepala kantor wilayah atau kepada Menteri untuk diusulkan
pembatalannya disertai dengan pendapat atau pertimbangannya. Dalam pasal 121
ayat (1) dinyatakan secara sinpkat apabila hasil penelitian yang disertai dengan
pendapat dan pertimbangan telah diterima maka Kepala Kantor Wilayah memutuskan
dapat atau tidaknya diterbitkan keputusan pembatalan atau diproses lebih lanjut
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 121 ayat (2)
menyatakan jika data yuridis dan data fisik telah cukup untuk mengambil keputusan,
maka kepala kantor wilayah menerbitkan keputusan pembatalan atau keputusan
penolakan beserta alasannya. Sedangkan pasal 121 ayat (3) diuraikan secara
singkatnya bahwa apabila kewenangan menteri untuk mengadakan pembatalan maka
hasil penelitian yang disertai pandapat dan pertimbangan disampaikan kepada

Menteri. Ketentuan yang terdapat di dalam pasal 121 ayat (1) diuraikan secara singkat
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yaitu apabila hasil penelitian yang disertai pendapat dan pertimbangan tersebut telah
diterima, maka menteri meneliti dapat atau tidaknya diterbitkan keputusan
pembatalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menteri menerbitkan keputusan pembatalan atau keputusan penolakan disertai
alasannya. Pasal yang terakhir yaitu pasal 123 yang menyatakan bahwa keputusan
pembatalan hak atau keputusan penolakan pembatalan hak disampaikan kepada
pemohon melalui surat tercatat atau dengan cara lain yang menjamin sampainya
keputusan tersebut kepada yang berhak. Dengan demikian kesimpulannya bahwa
pemberian hak milik atas tanah, yang disertai dengan sertifikatya yang menyimpang
dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dilakukan pembatalannya.
Selanjutnya pihak-pihak yang bersangkutan/pemohon yang telah mempunyai
hubungan hukum tersebut, dapat menimbulkan suatu akibat hukum bagi pembatalan

hak milik atas tanah tersebut.

3. Akibat Hukum Pembatalan
Seperti diketahui bahwa keputusan pemberian hak milik atas tanah oleh

Kepala Kantor Pertanahan kepada pemohon sampai dengan dikeluarkannya sertifikat
hak milik atas tanah, dimana keputusan tersebut merupakan suatu Keputusan T.ata
Usaha Negara (KTUN) menurut UU No. § Tahun 1986.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, keputusan-keputusan tersebut terikat kepada hukum,

yaitu :
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1. Asas vyundikitas (rechtmatigheid). artinya keputusan pemerintahan maupun

administratif tidak boleh melanggar hukum (anrechtmatige overheidsdaad),

]

Asas legalitas (wetmatigheid), artinya keputusan harus diambil berdasarkan suatu

ketentuan undang-undang;

3. Asas diskresi (discretie, freises ecmessen), artinya pejabat penguasa tidak boleh
menolak mengambil keputusan dengan alasan “tidak ada peraiurannya”, dan oleh
karena itu diberi kebebasan untuk mengambil keputusan menurut pendapatnya
sendiri asalkan tidak melanggar asas yuridikitas dan asas legalitas di atas. Ada
dua macam diskresi, yaitu : “diskrest bebas” bilamana undang-undang hanya
menentukan batas-batasnya dan “diskresi terikat” bilamana undang-undang
menetapkan beberapa altemnatif untuk dipilih salah satu yang oleh pejabat
administrasi dianggap paling dekat.”’

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. S Tahun 1986 tentang
Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat KTUN), merumuskan bahwa
KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final yang
mentmbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa suatu keputusan dapat digolongkan sebagai

KTUN apabila memenuhi unsur:

® Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negura, Cet. YX, Ghaiia Indonesia, Jakarta,
1988 {selamutnva disingkat Prajudi Atmosudirdjo 1), h. 87,
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1. Penetapan tertulis;

2. Dikeluarkan oleh badan/pejabat Tata usaha Negara;

3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;

4. Menimbuikan akibat hukum terhadap orang/ badan hukum.

Keputusan pemberian ataupun pembatalan pemberian hak atas tanah dan sertifikat
hak atas tanah termasuk dalam KTUN mengingat memenuhi unsur syarat-syarat
sebagai KTUN sebagaimana ditentukan dalam UU no. 5 tzhun 1986.

Menurut E. Utrecht, dalam pembuatan Ketetapan Administrasi Negara
harus memperhatikan ketentuan-ketentuan tertentu. Ketentuan-ketentuan itu terdapat
dalam Hukum Tata Usaha Negara (mengenai kompetensi dan tujuan) maupun dalam
hokum administrasi (mengenai prosedur). Bilamana ketentuan-ketentuan itu tidak
dipertimbangkan maka ada kemungkinan dibuat suatu ketetapan yang mengandung
kekurangan (grebekan). Kekurangan dalam ketetapan dapat menjadi sebab ketetapan
itu tidak sah (Neitrechsgeldig).*®

Amrah Muslimin lebih lanjut mengemukakan bahwa keputusan harus
memenuhi syarat sahnya, yang dapat dikelompokan menjadi syarat formal dan
materiil sebagai berikut:

a. Syarat Formil mengenai bentuk dan prosedur yaitu cara membuat

penetapan, bentuk penetapan dan pemberitahuan penetapan pada yang

bersangkutan.

0 E. Utrecht, Op.cit. h.167-108.
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b. Syarat materiil mengenai penetapan yang meliputi:

1. Instansi yang membuat penetapan harus berwenang menunst
jabatan.

2. Penetapan harus dibuat tanpa adanya kekurangan-kekurangan
yuridis dalam pembentukan kemauan pada wakiu membuat
penetapan pada diri si pejabat, yaitu kesesatan pikiran (dwaling),
penipuan (bedrog), paksaan (dwang) atau pemogokan (omkoping)

3. Penetapan harus menuju sasaran yang tepat (doelmatig).’'

Dengan demikian secara sederhana dapat dikatakan bahwa suatu KTUN/Badan
Administrasi adalah sah (Rechtsgelging)adalah memenuhi syarat materiil, berkaitan
dengan isi tujuan keputusan dan memenuhi syarat formil, yvakni berkaitan dengan
bentuk dan prosedur pembuatan keputusan yang tetah ditentukan dalam aturan
dasarnya. Atau secara a contrario argumentum dapat dikatakan bahwa keputusan tata
usaha dan badan administrasi Negara tidak sah (niet rechtsgelging) apabila tidak
memenuhi syarat materiil dan syarat formil yang telah ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan pemberian ataupun pembatalan keputusan pemberian hak atas
tanah termasuk juga sertifikat hak atas tanah dilihat dari bentuknya merupakan
penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan tata usaha Negara, yakni Badan

Pertanahan Nasional, berdasarkan hokum publik/ administrasi Negara, bersifat

! Amrah Muslimin, Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentung Administras! dan
Hukum Administras!, Alumni, 1985, h, 128-133
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konkrit yakni objeknya tertentu, baik mengenai letak, batas dan luas tanah, bersifat
individual yakni ditujukan kepada orang atau badan hukum tertentu, bersifat final
karena menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemegang Surat keputusan pemberian
ataupun pembatalan keputusan pemberian hak serta sertifikat hak atas tanah dan
keputusan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum bagi orang maupun badan
hukum perdata.

Dalam hal ini sertifikat hak milik atas tanah adalah termasuk KTUN
kebendaan yaita KTUN yang diterbitkan atas dasar kualitas kebendaan termasuk juga
KTUN konstitutif, yaitu merupakan syarat mutlak lahimya hubungan hukum jadi
KTUN konstitutif merupakan alat bukti mutlak. Kemudian berdasarkan ketentuan
pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986, bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah
sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan
hukuin perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di
deerah, sebagai akibat dikeluarkannya KTUN, termasuk sengketa kepegawaian
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian KTUN
merupakan dasar lahirnya sengketa Tata Usaha Negara.

Salah satu hal yang dapat ditimbulkan dari sengketa Tata Usaha Negara
adalah berupa KTUN. Keputusan ini dapat dibedakan menjadi keputusan yang sah
dan tidak sah. Keabsahan KTUN diartikan sebagai konsep rechtmantingheid oleh
karena itu keputusan harus sesuai dengan ukuran-ukuran hukum. Sahnya suatm
keputusan berarti bahwa keputusan itu diterima sebagai sesuatu yang berlaku pasti,

dan tidak menyangkut masalah isi dan kekurangan yang ada di dalam keputusan

TESIS PEMBATALAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA DEWI HANDAYANI SUDANA



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

69

tersebut. Sesuatu vang berlaku pasti terscbut maksudnva diterima sebagai bagian
ketertiban hukum-hukum umum. Suatu KTUN adalah onrechtmatig bila memenuhi
formulasi atau ketentuan-ketentuan pasal 53 ayat (2) UU No. 5 tahun 1986 yaitu

a). Suatu keputusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
beriaku;

b) Badan atau pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan
telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya
wewenang tersebut (defournement de pouvoir),

). Setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan
keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan
keputusan tersebut.

Keputusan yang tidak sah tersebut dapat menimbulkan suatu akibat
hukum. Keputusan yang tidak sah dapat berakibat batal, batal karena hukum dan
dapat dibatalkan. Batal berarti bahwa bagi hukum perbuatan yang dilakukan dianggap
tidak ada konsekwensinya, dan bagi hukum akibat itu dianggap tidak pernah ada.
Dapat dibatalkan berarti bagi hukum perbuatan yang dilakukan dan akibatnya
dianggap ada sampai waktu pembatalan oleh hakim atau badan pemerintah lain yang
kompeten. Sedangkan batal karena hukumn artinya bagi hukum akibat suatu perbuatan
dianggap tidak ada tanpa perlu adanya suatu keputusan yang membatalkan perbuatan
32

tersebut.

Oleh karena itu akibat hukum dari pada suatu keputusan yang tidak sah,

" Philipus M. Hadjon I1. Op. Cit., h. 24.
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dalam hal ini menyangkut tentang surat keputusan pemberian hak milik atas tanah
yang mengandung cacad hukum admimstrasi, maka terhadap surat keputusan tersebut
adalah dapat dibatalkan.dengan demikian keputusan yang tidak sah tersebut
dibatalkan sejak {exnunc), secara harfiah exnunc berarti sejak sekarang, maksudnya
yaitu perbuatan dan akibatnya dianggap ada sampai saat pembatalannya. Dalam hal
ini tindakan pembatalan fersebut disertai dengan surat keputusan pembatalan
pemberian hak milik atas tanah dan sifat keputusannya adalah konstitutif. Salah satu
bagian penutup yang penting di dalam hukum administrasi adalah sanksi-sanksi.
Sanksi-sanksi hukum administrasi yang khas antara lain berstuursdwang (paksaan
pemerintah), berstuursdwang merupakan suatu tindakan-tindakan yang nyata dan
penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum
administrasi atau (bila masih) melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para
warga karena bertentangan dengan undang-undang, Sanksi administrasi yang lain
yaitu penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, pembayarn, subsidi);
pengenaan denda administratif, dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah
(dwangsont). Dealam hal penarikan kembali keputusan-keputusan selaku sanksi,
terdapat dua hal, dimana suatu keputusan yang menguntungkan dapat ditarik kembali
yaitu sebagai berikut:

1. Yang berkepentingan tidak mematuhi pembatasan-pembatasan, syarat atau
ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan pada izin, subsidi, atau
pembayaran.

2. Yang berkepentingan pada waktu mengajukan permohonan untuk mendapat izin,
subsidi atau pembayaran telah memberikan data yang sedemikian tidak benar atau
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tidak lengkap, hingga apabila data itu diberikan secara benar atau lengkap maka
keputusan akan berlainan (misalnya : penolakan izin, dan sebagainya).*’

Penarikan kembali suatu keputusan juga merupakan pembuatan keputusan. Penarikan
kembali atas suatu keputusan tidak lain, adalah suatu keputusan baru yang menarik
kembali (dan menyatakan tidak berlakunya lagi), keputusan yang terdahulu, sebagai
suatu keputusan, maka keputusan yang memuat penarikan kembali keputusan tersebut
niscaya menimbulkan akibat hukum yang baru bagi seorang warga atau badan hukum
perdata merasa dirugikan oleh akibat hukum yang timbul dari keputusan penarikan
kembali, maka ia berhak mengajukan banding administrasi atau menggunakan upaya
hukum yang tersedia di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, yakni, dengan cara membawakan permasalahannya ke
hadapan hakim (Tata Usaha Negara).>*

Dengan demikian kesimpulan yaitu pada saat terbitnya surat keputusan
pemberian Hak Milik Atas Tanah, berdasarkan penetapan pemerintah dan disertai
sertifikat Hak Milik Atas Tanah. Hal-hal tersebut membawa akibat hukum dari
pemerintahan, dalam hal ini Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Badung yang telah
menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Pemberian Hak Milik Atas Tanah kepada
penerima Hak Milik Atas Tanah. Akibat hukum yang dapat ditimbutkan bagi suatu
keputusan yang tidak sah tersebut adalah dapat dibatalkan. Dengan dikeluarkannya

surat keputusan pembatalan tersebut yang berakibat dapat dibatalkan, tergantung

" Philipus M. Hadjon. et al i, Op. Cit, h. 258.
* Ibid., h. 259.
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essential tidaknya kekurangan yang terdapat dalam keputusan itu. Hal ini dilakukan
untuk meningkatkan kepastian hukum, karena kepastian hakum hak atas tanah itu

akan tetap terjamin dan tetap mendapat perlindungan hukum.

4. Analisis Kasus

Pada saat ini jumlah Tansh Negara di desa Ungasan adalah 661.050 m? (30
bidang) dan jumlah Iuas Tanah Negara di Desa Ungasan yang dimohon dari tahun
2000-2001 adalah 319.402 m”.

Dalam hubungannya dengan permohonan hak milik atas Tanah Negara atas
nama Pura Merajan 1 Gusti Lanang Ungasan yang dikabulkan oleh Kepala BPN
Kabupaten Badung pada kenyataannya banyak menimbulkan polemik di masyarakat.
Oleh karena itu Komisi A DPRD Badung menyimpulkan bahwa sertifikat No. 4075
agar dibatalkan karena adanya persyaratan lain yang belum terpenuhi yaitu tidak
melibatkan para penyanding dalam proses pengukuran. Disamping itu Kepala Dusun
Kelod Ungasan juga tidak mengetahui dalam hal penunjukkan batas-batas sertifikat
hak milik No. 4075 tersebut schingga dinyatakan cacad demi hukum, Disamping it
tanah yang dimohon adalah sempadan pantai, yang tertuang dalam Perda No. 4 tahun
1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bali. Kemudian Perda No. 29
tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung, menyebutkan
sepadan pantai adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting
untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai, kemudian untuk kawasan sempadan

jurang adalah kawasan yang meliputi jarak sekurang-kurangnya dua Kali kedalam
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jurang, dengan batasan jurang adalah lereng dengan keminingan sekurang-kurangnya
45%, hal ini untuk menjaga stabilitas lereng dan menghindari terjadinya bahaya
longsor. Kesimpulan yang terakhir yaitu permohonan tanah atas nama Pura Merajan 1
Gusti Lanang Ungasan yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Kelod adalah seluas
10.000 m?, yang terletak sebelah barat milik | Mirta (Alm) yang dijual kepada Simta
Dewi, dan tanah yang dimohonkan tidak termasuk sempadan panta: di sebelah
selatan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dirckomendasikan oleh komisi A
DPRD Badung kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
untuk meninjau sertifikat No. 4075 itu, karena adanya kejanggalan-kejanggalan
dalam permohonan tanah negara bebas sampai dikeluarkannya sertifikat. Berdasarkan
hal-hal yang diajukan oleh komisi A DPRD Kabupaten Badung atau pihak-pihak
yang berkeberatan, bahwa tanah negara bebas yang dimohon oleh 1 Gusti Lanang
Ungasan SK No. 37-320-1-61-3.2000. supaya dicabut dan sertifikat hak milik No.
4075 dinyatakan batal.

Berdasarkan analisis saya tentang Surat Keputusan pembatalan pemberian
hak milik atas tanah negara tersebut sudah seharusnya dilakukan karena dalam
memproses permohonan tanah negara tersebut tidak melibatkan para penyanding,
tanah yang dimohon semula adalah 10.000 m’ sedangkan yang diberikan adalah
20.000 m’, dan tanah 20.000 m’ ini justru melanggar batas sempadan pantai dan
jurang sehingga saya sepakat agar surat keputusan pemberian hal milik atas tanah
negara tersebut agar dibatalkan. Walaupun demikian pembatalan surat keputusan

pemberian hak milik atas tanah negara tersebut tidak mutlak seperti SK pembatalan
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No. 1-520.2-61-03-2000. Dalam hal ini seharusnya I Gusti Lanang Ungasan diberikan
hak prioritas untuk memohon tanah negara tersebut, dikarenakan dia telah menguasa
tanah dari tahun 1940. Menurut analisa saya tentang SK pembatalan tersebut pada
bagian membaca, terlalu mempertimbangkan aspek-aspek politis. Sedangkan dilihat
dari aspek hukum bahwa cacad hukum administrasi bukan merupakan syarat mutlak
pembatalan dan BPN tidak berwenang menarik sertifikat pemberian hak milik atas
tanah negara tersebut tanpa adanya keputusam dari Pengadilan Tata Usaha
Selanjutnya dilihat dani aspek penatagunaan tanah, bahwa lokasi tanah berada pada
kawasan perlindungan (kawasan konservasi sepanjang pantai). Oleh karena itu hal
tersebut bertentangan dengan Permenagraria’kepala BPN No. 9 Tahun 1999 yaim
dalam pasal 4 ayat (4) .

Dilihat dari hasil ukuran pengecekan pada batas utara dan selatan (berupa
tembok) dari hak milik No. 291 Desa Ungasan, tanah tersebut milik RA Leonardi
oleh karena itu ia mengajukan keberatan dikarenakan sebagian tanahnya tumpang
tindih dengan hak milik No. 4075, £ 10 m. hal ini dapat dikategorikan cacad hukum
administrasi yaitu terdapat pada pasal 107 Permenagraria’/Kepala BPN No. 9 Tahun
1999. Alasan lainnya RA Leonardi mengajukan keberatan dikarenakan pemandangan
tanahnya ke arah laut hilang, tertutup tanah milik No. 4075. Selanjutnya tanah milik
No. 4075 tersebut, jika diteliti dalam hal kriteria sempadan pantai berdasarkan
pengecekan lapangan memang sudah ada sempadan pantai selebar 20 m, menurut

Keppres RI. No. 32 Tahun 1990 pasal 14 dicantumkan kriteria sempadan pantai
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adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proposional dengan bentuk dan
kondisi fisik pantai minimal 100 m, dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Menurut
pendapat saya di dalam pengukuran luas tanah dari batas-batasnya tersebut, tidak
sesuai dengan prosedur penyelesaian permohonan hak milik atas tanah tersebut,
bahwa adanya kekeliruan di dalam pengukuran. Dengan demikian panitia A
diwajibkan untuk mengadakan pemeriksaan lokasi, yang telah dilakukan pengukuran
yang mana tujuannya adalah untuk memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis
dan data fisik serta mencocokkan data dari sertifikat hak milik No. 4075 dengan
kondisi lapangan. Sampai saat ini tanah yang terkena kasus tersebut masih berstatus
hak milik No. 4075, hal ini menimbulkan kesimpangsiuran di masyarakat, karena
terthadap tanah-tanah serupa dapat saja dimohon juga oleh pihak-pihak yang
berkepentingan. Oleh karena itu tindakan yang memohon tanah negara yang tidak
dibolehkan atau dilarang akan bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan
yang baik, khususnya menyangkut azas kepastian hukum. Dalam hal pembatalan hak
milik atas tanah yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
tidak mempunyai kekuvatan hukum yang mengikat, karena dikeluarkan bukan oleh
pejabat yang berwenang. Hal ini didukung juga oleh pasal 12 Permenagraria No. 3
Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi memberikan keputusan mengenai ;
a. Pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah yang telah dikeluarkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang terdapat cacad hukum

dalam penerbitannya.
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b. Pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah yang kewenangan pemberiannya
dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dan kepada
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi, untuk melaksanakan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Oleh karena itu di dalam mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi yang melibatkan

berbagai instansi/pejabat perlu ada penjelasan mengenai batas-batas wewenang,

tugas, dan tanggung jawab masing-masing untuk mencegah perbenturan, duplikasi
dan kekosongan sehingga dapat diketahui dalam hal apa dan dengan siapa saja suatu
instansi/pejabat harus berhubungan.’® Hal ini berhubungan dengan azas-azas umum
pemerintahan yang baik khususnya yang menyangkut tentang asas penyalahgunaan
wewenang. Asas ini menyatakan bilamana suatu wewenang oleh pejabat yang
bersangkutan dipergunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan atan menyimpang
daripada apa yang dimaksud atau dituju oleh wewenang sebagaimana ditetapkan atau
ditentukan oleh Undang-undang (dalam arti luas, dalam arti materiil) yang
bersangkutan."’

Dengan demikian kesimpulannya dan aspek teknis yuridis ternyata bahwa
dalam pemrosesan Surat Keputusan pemberian hak milik Nomor 4075 terdapat
kesalahan prosedur, khususnya di dalam pengukuran batas-batas tanah negara

tersebut. Disamping itu adanya kesalahan-kesalahan penerapan peraturan perundang-

b Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Sistem Administrasi Negara Republik
Indonesia, Jilid 11, Cet. VI, Haji Masagung Jakarta, 1992, h_2.
* Prajudi Atmosudirdjo 1, Op. Cit. h. 89.
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undangan, yaitu bertentangan dengan Permenagraria Nomor 3 Tahun 1999 tentang
pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara,
Permenagraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan
Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengeiolaan. Selanjutnya bertentangan dengan
Keppres Nomor 57 Tahun 1989 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang
di Daerah, dan Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
Oleh karena itu di dalam penerbitan surat keputusan pemberian hak milik atas tanah
negara tersebut mengandung cacad hukum administrasi. Dengan adanya cacad hukum
administrasi tersebut maka dilakukan pembatalan surat keputusan pemberian hak
milik atas tanah dimaksud, yang kewenangannya ada pada Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali, berdasarkan pasal 12
Permenagraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 jo Pasal 119 sampai dengan 123
Permenagraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999. Adanya cacad hukum administrasi
tersebut diakibatkan adanya kesalahan dari para petugas yang terlibat langsung di
dalam pemrosesan Surat Keputusan pemberian hak milik atas tanah negara tersebut.
Mengenai pembatalan keputusan pemberian Hak Milik atas tanah negara
yang diajukan melalui permohonan menurut ketentuan Permenagraria/Kepala BPN
No0.9/1999 pasal 105 dilakukan dengan keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala
BPN yang dapat kepada Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat yang ditunjuk. Jadi
berdasarkan pelimpahan kewenangan delegasi Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat
yang ditunjuk. Ketentuan ini dipertegas iagi Permenagraria/Kepala BPN No.3/1999

pasal 12 huruf a vang menentukan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
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Nasional Propinsi memberi keputusan mengenai pembatalan keputusan pembenan
hak atas tanah yang telah dikeluarkan oieh Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya yang terdapat cacad hukum dalam penerbitannya.

Terhadap Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
Nomor : SK.1-520.2-61.03-2000 tentang Pembatalan Surat Keputusan Pemberian
Hak Milik Atas Nama Pura Merajan | Gusti Lanang Ungasan, dapat dianalisa bahwa
dan segi Formal memang tidak ada kewenangan dari Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten untuk membatalkan surat keputusan pemberian hak yang telah
dikeluarkannya. Tetapi dari segi asas hukum berdasarkan asas “Contranus of Actus™
bahwa suatu keputusan hanya dapat dicabut oleh lembaga atau badan yang membuat
keputusan tersebut,dalam kasus ini karena yang mengeluarkan keputusan pemberian
hak atas tanah adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, maka yang
berhak membatalkan keputusan pemberian hak atas tanah tersebut adalah Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Jadi Surat Keputusan Pembatalan Pemberian
Hak Milik atas nama 1 Gusti Lanang Ungasan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Badung sudah tepat berdasarkan asas Contrarius of Actus,
sebab jika suatu peraturan bertentangan dengan asas hukum maka yang berlaku
adalah asas hukum, karena asas hukum bersifat universal dan semua peraturan tidak

boleh bertentangan dengan asas-asas hukumn.
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BAB 1V
PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Pada saat diterbitkannya surat keputusan No 37-320-1-60-03-2000 Tanggal 1
April 2000 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Pura Merajan 1 Gusti
Lanang Ungasan atas tanah yang terletak di Desa Ungasan, bahwa prosedurnya
bertentangan dengan Permenagraria/Kepala BPN nomor 9 tahun 1999 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak
Pengelolaan dimana para penyanding tidak semuanya menandatanganiBerita
Acara Pengukuran serta ada kesalahan-kesalahan yang bersifat hukum
administratif. Surat keputusan pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara
terscbut pada kenyataannya di dalam prakicknya tidak memperhatikan
ketentuan yang mengatur tentang konservasi lingkungan. Pengelolaan kawasan
lindung ini berhubungan dengan Keppres RI No. 32 tahun 1990 khususnya
pasal 14 tentang sempadan pantai. Di dalam Keppres No. 57 tahun 1989 tentang
pedoman penyusunan rencana tata ruang di daerah juga mencantumkan kritetia
kawasan lindung.

2. Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara atas nama Pura
Merajan 1 Gusti Lanang Ungasan mengandung cacad hukum administratif oleh
karena dalam penerbitannya terdapat kesalahan-kesalahan yang bersifat hukum

administratif dimana terdapat kesalahan dalam pengukuran, tanah yang
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dimohonkan seharusnya hanya 10.000M2 tetapi yang dikabulkan 20.000M2,
yang mana hal terswebut justru melanggar sempadan pantai yang termasuk
kawasan konservasi serta melanggar hak milik atas tanah orang lain karena
terjadi tumpang tindih hak milik. Karena alasan-alasan tersebut, maka
keputusan pemberian hak milik atas tanah negara kepada I Gusti Lanang
Ungasan dapat dibatalkan dan diterbitkan surat keputusan pembatalan Hak
Milik atas tanah negara sesuai dengan peraturan perundang-undanagn yang
dimaksud yaitu pasal 12 Permenagraria/Kepala BPN No. 3/1999 jo pasal 119

sampai dengan 123 Permenagraria No. 9/1999.

2. Saran

1 Mengenai pemberian hak milik atas tanah Negara kepada I Gusti Lanang
Ungasan, sebelum keputusan pemberian hak tersebut diterbitkan Panitia A Badan
Pertanshan Nasional Kabupaten Badung seharusnya mengecek langsung ke
lapangan mengenai kebenaran data fisik (surat ukur) dan tidak hanya
mempercayai petugas ukur, kerena ini merupakan kewajiban dari Panitia A.
Dengan turut mengecek ke lapangan, hal ini dapat meminimalisir adanya
kesalahan pengukuran objek permohonan hak yang justru berakibat dilanggamya
sempadan pantai yang merupakan kawasan konservasi sebagaimana diatur dalam
Keppres No. 32 Tahun 1990.

2 Mengenai pembatalan keputusan pemberian hak milik atas tanah negara kepada 1

Gusti Lanang Ungasan tersebut tidak mutlak seperti SK Pembatalan No. 1-520-2-
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61-02-2000, seharusnya pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk

mengajukan permohonan hak kembali mengingat yang bersangkutan telah

menguasai tanah yang menjadi objek permohonan hak selama lebih dari 60 tahun.
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KANTOR PERTANAIIAN KABUPATEN BADUNG

5 el s ooy LS A

_ KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG
' NOMOR SK. 37-520.1-61-03-2000
_ TENTANG ,
PEMBERIAN HAK MILIK ATAS NAMA PURA MERAJAN I GUSTI LANANG
: UNGASAN ATAS TANAH YANG TERLETAK DI DESA UNGASAN,
’ KECAMATAN KUTA

KEPALA KANTOR PERTANAMHAN KKABUPATEN BADUNG,

MEMBACA @ 1. Surat permohonan hak milik tanggal 20 Januari 2000 dari ;

; 2, Nama : I Made kadhana
* b. Utnur : 35 wahun |
- c. Kewargancgaraan : Indonesia ;
d. Pekerjaan : Wiraswasta |
¢. Tempat Tingpal : Ds. Wana Gini Ungasan , Desa Ungosan ,

Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung

f. Yang bertindak vatuk

dan atas nama ¢ Em Merajan I Gusti Lanang Ungasan ;)
yang maksudnya untuk memperoieh ba 1k atas sebidang tanah yang

tedetak di

a Desa : Ungasan ;
b, Kecamatan cKuta ;

¢. Kabupaten : Badung;

Luas tanah yang dimohon adalah  : + 20.000 m2 ( lebih kurang dua
puluh by  meter persegi ) akan dipergunakan untuk pertanian,

2. Risalah Pemerikszan Tapah A yang dibuat oleh Papitia Pemeriksaan
Tanah { Panitia A }Kabupaten Badunp tangeal 20 Marel 2000 nemor ¢
35/HM/BD/2000.

3.  Surat kcterangan  pendaftaran tanah yang <Gibuat oleh Kepala Kanter
Pzrianabian Kabupaten Badung tanggat 15 Maret 2000 nomor 232/2000 |
beserta dengan warkoh-warkah yang menjadi lanpiran dari peimononan
yang bessangkutan, :

MENIMDBANG: 2. DBabwa tanah yang dimohon adalzh tanah yang langsung dikeze2s olen
ncgara yang telah dikvasai dan diusahakan olch pemohon sejak tahun
1940 lungga saat ini atas dasar sural pernyalaan  menggarap dari
pemohon tanggal 20 Januai 2600 yang diketshui oleh Kepala Dusun
Kelod Ungasan |, dan Kepala Desa Ungasan |, schingea pemahon
mcrupakan  prioritas utama  univuk  mengajukan  permohonan  Zoi
mendapatkan suzte hak atas tanah dimoaksud |

L. Balwa tanah yang dimolion telahy dibuatkan risalah pencriksann tanah
olch Panitia Pemerik:saun Tanah { Panitia A ) Kabupaten Padung tanzgal
20 Maret 2000 nomur 35/ HM/BD/2000 dun Ris2lah Pemaiksasn Tanalh
ditnaksud  dipergunakan  sebagai alat pembuktian vang kweat wuna
nicayelesaikan permedionan lok fxilik atas tanah teesebut,
¢. Balwva ..., e

-
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< T KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUFPATEN
- BADUNG
NOMOR : SK. 1 - $20. 2 61. 03 - 2000
: TENTANG
PEMBATALAN- SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK MILIK
ATAS NAMA PURA MERAJAN I GUSTI LANANG UNGASAN ATAS
. TANAH YANG TERLETAK DI DESA UNGASAN
KECAMATAN KUTA

i -

REPALL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG

I

MEMBAUA : | ©esimpulan  Xomisi A DPRD Kabupaten Baduug , sepevli di uraikan
dsfam Kronologis peasertipikaran taneh Merajan { Gusti Lonang Ungasan
tanggal 24 Juli 2900

L Sest Fepuinzan Fopala Kastor Pertinaban Kabupaten Batnag Nomor.
SIL 37-520.1.461.03-2000 tangeal ) Apnf 2000 tentang pemberian had,
reilik xtas mama Pura Merajon I Qusti Lanang Ungasan.

MEWENEAR Y o Dehwy laash vang dimobhon adaluh tangh vane laagsuag dikuasai oleh
g yac, LG dikmen S diusabetian olch pemobon sejuk-tabun
1940 hingga enat ini ataz dasar surnt pernyatuan peogpangs dar pemohon
tanggal 20 Jeouari 2000 yang dikotrhui olch Kepulz Dusun Ko'od den
Kopals Deea Ungroran,

b. Bubwa stas daser hasil pertemuan Komisi A DPIE Kabupaten Badung
tznggud 5 September 2000 dengua Panitis Pensbaugunan Desz Ungasaa
dan piliak yang mewakili Dosa Adat Ungnann serte pihak-pitiak Tastansi
vang torlait, karinpulanayn direkomendesikan kepada Fepnle ¥antor
Coevaagian fhdogai i Bgdung waitk mambandlne Seripikat bak milik
Woame 3975 " Desa Unmsews orerdil dlas vama Vura Merugan 1 Gasts
Luaung (' ngasoen,

1 Babwa meowédiitiian buic flund & distas | terdapst eacet bukum
Stmdaitralif dabin peacstitn st keputiene nemberian hak milik
it AU 3T T OLGL6 Wi | tengeet U Al 200, sehinaga

dipadang perly untuk membztalisn swat keputusan. pemborizn  hak

ili% tersebut,

MINGINGAT
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Uodang - Undang Nowor 5 Tahua 1960,
Undang - Undang Nomer 21 Tuliun 1997,
Peraturan Pemerintab Nozior 24 Tahuo 1997.
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tabun 1989.
Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepula Badan Pertanchan
Nasiooal Nomor 3 Tahun 1999
6. Perzturan Monteri Negmrs Agraria / Kepala Badan Pertanahac
; °  Nasional Nomeor 7 Tahua 1999, i
4 7. Persturan Meunteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanaban
; Nariooal Nomor 9 Tahun 1999.

8. Keputuszn Presiden Republik Indoncsia Nomor 26 Tabun 1988,

9. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tubua

- 1992, .

"10. Surat Kepala Kaator Wilzyah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
k_/,B'ali Nomor 520 1.61-376 tanggel 2 Maret 1999.

MENQINGAT :

-t el

W e T

Ly A —

T U bkt o e

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA Membatalkan surat keputusan Kepala Kantor "Pertanahan Kabupaten
Badung Nomor SK_ 37-520.1-61.03-2000, tanggal 1 April 2000 teotung
pemberian hak milik alas nama Purg Merajar | Gusti Lanang Ungasan |
. atas tansh seluas 20.000 M2 ( dua putuh ribu meter persegi ) lebib lanjut
" sebagai nmna ditruikan dalam surat vkur yang dibuat oleh Kepals Sekzi
Peagukuran dan Pepdaflyan Taoeh pada Kaotor Pertanshan Kabupated'
Badung tanggal 14 Maret 2000 noroor. 81/2000¢ , yang sekarang dikenal
sebagni persil yang terletak di
z Deaz : Ungasan;
b. Kecarnatan ; Kultg;
¢. Kabupaten  : Badung;
d. Propinsi : Bali damn tanah mana akan dipergunakan untuk
purtanisn

FEDU A : Memenntahkar kepady Kepaia Seksi Pengukuran dap Pendaflaran Tanal:
utttuk menank kembali sertipikat hak wilik nomor 4075-/ Dega Ungason
tercolnt afas nama Pura Merajan | Gusti Lanang Ungasan dan mencatat
hapusnyz hak tersebut dalam buku tanah serta daftar-daftar lainnya dan
selanjutnys mencutat pula eebagai tanali Negara

FETIGA Apabila dikemudinn hari tsmyata terdapat kekeliruzn atay kesalahan

dalam pecetapannya, keputusan ini akan ditinjau kembal sebagal miana
mestinya,

KEEMPAT .
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g :

i ¥EEMPAT : Keputusanici mulai berlaku terhitung sejak tanggal di tetapkan.
Ditetapkan di D e npeasar
Pndatzng,gz.l- g ! Septcmbcr 2600

1;.

AN KEPALA BADAN PERTAMNAHAN NASIONAL,

R W Y ]

KEPADA

Yth Sandara ; [ Ketut Kadiana  bertindak untuk dan atos nama Pura Merajan
I Gusti Lapang Ungazan

© Duaun Wanagiri Ungasan, Deea Unguasn, Kecnnman Kuta
Knbupmn Badung.

clin

TEMBUSAN Keputusaa iei disampatkan kaﬁada 3

Tth, Bapak Kepala Badan Fertanahan Nasiopal di Jakarta
Yth, Deputi Bidang Hak-Hak Atas Taosh Badan Pertanahan Nasiona) di Jakarta,
Yth, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali di Deopasar

Sdr, Kepala Sekai Hek-Hak Ates Tensh Kantor Pertrnaban Ksbupaten Bedugg di -
Denpasar

R N
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o
PEDONAN PENYUSUNAN RENCANA TATA DUANG

D1 DAERAT

TIM TATA RUARD
KIEFPRES Mo 57 TAMM 1989

JAKART A
5 FERRU ARG 1o
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PEDOHMAN ‘PENYUSUNAN RENCANA TATA RMUANG DT NATTAL

AT
ST e Laa te b
Lraciued o

TUJUANt taa-.

B A R R

e

;junn penetapan Pedoman Penyusunan Rencana Tata Rumng adalah
;:ﬂk memberi petunjuk kepada Pemerintah Daerah dalad

l—--"'-—-_-_-__

fencang tata ruang di daernhnya:

jr;. PENGERTIAN

enceana Tata Riiang ndalah hasil perencanaan tata rual
a-ahan kebiljaksanaesn dan peruntultan pemanfaatan ruang b
”ai kegiathr ipembangunan yang akan dilakiukan oleh pere
sesyarakat idalam suatu kurun wvaktu tertentu.

.

127. MIARKI RENCANA
Narcuns Stro.o

menyusun

g, berupa
hgi bherba-

rintah dan

fencana Tata NRuang terdiri dari tige tingkat berdasaglkan skala

cekupan ‘damikedalomannya, yoltu:

.. DPadaistingkat.'nasional mencekup kebijaksanaan pe

Pola -Tata RUang{SNPPTR];

WA o

ir

.Pada -tingkat . .provinsi berups pensataan struktur ruan
s{ yaitd RencaAna Struiktur Tata Rueang Provinsi (RSTR
. :

Pada-tingkat kabupdten berupa rencana peruntu
Kabupsten/Kota/Wilayah [RUTRK/W).

Ternasuk. dalam RUTR Vilavah addlah

kFabupaten/ko:a/wilayah vaitu berupe Rencana Umum 15

gembangan

pola~tata rdang yaitu berupe Strategi Nssional P:#gembangan

. provin-
7.

i

an ruang

ata Mfuanyg

Rt rencana-rcntana vane
meliputi “lebilh dari satu daerah administratif, sepArti wWila-
yeh Mebtropolitan Jabotahbek dan sebagainya

N samping ke 3 tingkat itu, dapat disusun renca
vang “lebjih--xrinci baik menurut kedalaman
menurut lingkup geografis. Rencana yang lebih
dibuat sesynl dengan kebutuhan’

TELIR2 Eiasusi

Iv. PENJABARANgHASING-HASING RENCANA

1.1, Strategi Nasionat Pengembungan Pola Tata Ruanpg (SN
e . .

Ruung Lingkﬁp:

SFP?TR merupal.n Lkekijalisanaan pemcrintah yang
kriteria kawasan vang haruc dilindungi,
budidava, dor kriteris penentuan loliasgi

{industrial estate). DOi lkemudion hari Qilamana

!
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SNPPTR inl dnpat diperlues meliputi Pal:hal lninﬂya crperti
antars lain aranhan pengembangan sistim pcrmuk_vnn dalam
skala nasional, Jaringan presarana yang melay ni kavasan
produksi dan permukiman, penentuan uxlnyeh-uil_yuh dnlam
. skala nasional yeng ekan diprtoritasgnn pengemhangnannyh
pads waktu yang akan datang, dan sebagainys.

v SNPPTR mengacu pada GBHN dan Repelita Hasionhl menjadi

acuan .bagl instansi pemerintah tingkat pusat Han daereh
serts masyarakat untUk mengerahkan lokasi den-memanfaatkan
ruangi. dalam menyusun Pprogram-program dan propek-proyek

pembangurian lima tahunan dan tahunan.
[ RS - .

N Y

Penryusun: | . .
SNPPTR" disusun secairs bersama oleh instensi pemerintah
yang terkait di bawah kecordinasi Tim Tata Ruangl:dan dite-
tapkantdengan Keputusan-keputusan Pemerintah. :

4.2. Rencana Struktur Tata Ruang Provinsi (RSTRP}

Ruang Lih(kupi‘ _ -
RSTRP adalah kebijaksanaan pemerintah ' yang [memberikan
arahan tatsa ruang untuk kavasan yzng harus qblinduagi.
pengembangan kawvasan budidays termasuvk kawasan produksi dan

kavezen permukiman, Jaringan prasarana yang melphyani ha-
wvasan produksi dan permukiman, dan wilayah-wilayah dalem
skala provinsi yahg§ akan diprioritaskan pengelbanmgannvya
daTam gurun waktu perencanaan. RSTRP digambarkan|dalam peta

provinsl dengan tingkat ket=litien minimal daiam|peta skals
1 : 250,000, !

RSTRP menjadi acuan bagl Pemerintah Daerah untu%

?nengarahr
kan lo i- dan memanfastkan ruang dalam menvusdn program-
program darn proysk-proyek pembangunan lima tihunan dan

tahunan.” RSTRP juga merupaken dassr urntuk membezfikan reko-
mendasi pengarahan pemanfesatan ruang rang berukiran besar,
seperii}kohsesi pertambangan; konsesi hutasn dkn fionsesi
.perikanen;

.
———

Penyusun:

RSTRP disusuh oleh Pemerintah Dacrah Tingkat I ddh ditetap-
kan dengah Peraturan Daerah. !

4.3. Rehcona Umum Tatn Adang Fobhupalen/Kota/Wilayah (nhTRu;w;
Ruanyg Lingkup: - :

. RUTPK/H adealah kebijnksanaan pemerintal
: lokasi dari kavasan

yang éenetapknn
bangan Rﬂﬂﬁ?’“ budi

lokalsi pengem-
kavasan prdduksi dan

vang horus Jdilindungi,
daya termasul:

TESI

or
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|

ltawasan permuliiman, pola jaringan prasarana, da& wilioyab-

_ wilareh dalam kabupaten/lkota/wilayah yang akan dilrioritas-
_ kan;pgngeﬁbnngannya dalam kurun walttu perencanaan. RUTRK/W

‘ digambarkan dalam peta labupnten/kotn/wilayah deigan ting-
i kat ketelitian minimal dalam peta slkkala 1 100{000 fluar
1 Jawa) dan 1 : 50.000 (Jawa) setta peta skala 1, : 17.0n0

untul kKota/wilavah.

‘RUTRK/W mengacu poeda RSTRP serta menjadi pedLmnn bngi
Pemerintah Daerall uhtuk menetaphkan loliusi dan mepanfantkan
ruang dalam wmenvus:in pregram-program dan proyek-proysk
pembangunaen lima tahunan dan tahunnn. RUTRK/W Jjuga meTupa=-
kan .dasar untuk memberikan perljinnn lelkast pembancunan
sesual dengan peraturan vang berlaku. ’

i ..

Penvrusun:

RUTRK/W disusun oleh Pemerintah

e e e R Veh dualh A

.
Daerah Tingkai II dan

ditetapkan dengan Pecraturan Daeral.
i V. DIHENSI WAKTU PERENCANAAN .
. Dimensijqaytp perencanaan tata ruang ini adalah 25 ¢t ﬂun untuk
l SBPPTH,_15 tahun untuk RSTRP, 10 tahun untuk RUTRII /W ;lrta harus
dievaluasi setiap lima tahun sekali, atau bilamana} diandgap
perlu. ‘
' .
3 -o0g-
!
i
4
[
i
: |
! i
i |
|
TESIS

r
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KRTTERTA KAWASAN LrNoUNG

k-v . ettt v arm -
. e e ~
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TUJUAN PERLINDUNGAM

ERITRTIA

JENIS EAWASAN DEPINISI

TAWATAN YA

HEBERTEAN

PELIHDUNGAN EAWASAN

DAWAHAMNYA

| . Faimann Mhutnan Kawmsan hutan lindung adaleh

Linlung Kuwasun hutun yong memiliki sifat

Mhas yang TOmPU meobe 2 i an
perlindungan kepada katmsan
sekitar maupun bawahannys sebngol

atur tata air, pencegahan
mirdnn erosi serta peseliharoan
kesuburan tanah.

Menceyah terjadinyn  eruvai,, bencana
banjir, sedimentasi, don menjaya fungsi
hidrologile  tanah  untukY:menjamin
keteruedinaon unsur hare tmﬁ@f&irtnmh
dan air permulisan. ik %

1". Kasmsan hutan dengen faktor-faktor
lereng lapangan, jenis tanuh, curnh
hujan. yang melebihi nilsi skor 175
pepurut SK Menteri Pertanian No.

837/Epte/Un/ 11/1380, dan otau i

" 2 Ratmssn hutan yang mewpunyni lemm."
lapangan 40X atau lebih (Inverciagri
§/1985), dan atau

hutan yang mempLnLyU i

Eavmean
laut

ketinggian di atas permukaan
2,000 pater stau lebih,

| o4

Kavasan berpambut edalah kawmaan
I yang unsur penbentuk  tanahnya
sebagian besar bervps sisa-sisa
bahen orgonik yang tertimbam dalam
wnkty yang loma.

Mengendalikan hidrologi wilayshy, yaitu
sebagai penambat air dam - pencepah
banjic, serta melindungl ekosiatem:yong:
khaa di kasmann bergoembut..

_ Tanah bergazbut dengan ketebalan 3 meter
otau lebih yang terdapat di bagien hulu

sungai .

Kavmsan resapan air adalah kavnsan
yary mempunyal kermampusn  tinggi
untuk meresapian air hujan sehingga
oarapakan tempat perglsianair umi
{akifer! vymang berpma aebagai
| sumber air.

Novnann Rg‘mpm |
ALT

Memberikan ruang  ynng  cuame . Begi
peresopan ajir hujan pada daerah. cesopan
air tanoh untul keperlusn penyedianm
kebutuhan air tenah dan penaggulangan:
banjir, btaik umtuk kavesan bawelanoym
raupn: kavmann. yang bersanghoutann-i.

i Cursh hujan yang tinggi, struktur tanah
'ynng mudash meresapkan air dan bentuk
i gecmorfologi yang mompu peresaphan oir
thujan secars beasr-besaran.

!

-

Gatatan :

LoLgists befidans pag relad ads 4] bivon lisdag pag ndad ditelptar (et ditervsta sejud Gl seaggugo Dagti Tudet,

|

lel.k..l'!dthlu:Mh:u Pemerlatad Jo, JI7HEH

Lbabin T Nginlan bafidin pug Lelsd sde g seactuage du it Leadsa sesdosrerni o beefuged [ldug, dintesernad b detatintelatur
atug ladad, beseets peerinou pelibosmsn.
< leiiata g ndih e 4 b Liofug du magquen fug Tisag T dicead perieabuguin.
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T TUJUAN PERLINDUNGAN KRITBRIA

JBNIS KAWASAN DEFPIMISI

.KAWASAN PRIZ.TND MGAN
SETRMPAT |

Deratan sepanjang teplan yong letarn:

telindungi wilayah pontai dar{i uwaikpn
proporsional dengan bentuk dan kendis

Sempadan pantai adalah  kawnsan
Kegintan yang oengganggu kelestarion

4 1. Sempadan pantaj
sepanjang pantai ynng

) ! tertanty

merpunyai monfpat penting untuk
meopertahankan kelestarian fungsi
pantai,

fungsi pontai.

{Isik pantoi minimal 100 meterdari titi

pasang tertinggi ke arah darat.

D0 wmeter 41 ki

2.52mpodan Sungai Sempadan sungai adalah  kawssan | Melindungi sungai dari kegiatsn manusie | Sekursng-kurangnyn
seponjang  kiri kanan  sungai, yong dapat mengrongpy  dan oorusak | kanon sungal beasr daa 50 meter ik
termasuk aungul buatan / kanal / | kualitas sir sungei, kondisi [isid | kenan anak sungni yong bersdn di lw
pinggir dan dasar sungni, serta | perwukisan (SX Mentan Mo. 837/¥pts/l

saluran  irigosi primer, yang
mempurnysl manfast penting untuk
mempertahankan keleatarian fungni
numngai .,

mengamankan aliran sungai..

/1171980 dan No 887/Epta/Um/1980).

Sempadan smungai di kasm=son  permuk Lo
berups dasrah sepanjang aungal  yor
diperkirakan cukup untuk dibongun jale
inapekai (10 - 15 metzr).

.Kowmaan Sekitar
Onnou/Maduk

Kawosan sekitar danau/waduk adalah
kownsan  tertentu di sekeliling
danau/vmduk yang mespanysai manfeat
penting un tuk mempartahanian
keleastarian fungsi danau/vaduk,

Malindungi danau/veduk dari kc:iatm-_‘
ol ong g

budidayn yung dapat
kelestarian fungai danau/wmdulc,.

Daratan sckeliling tepian yong lebarm
preporstonal dengan bentuk dan kondi:
fialk danau/waduk {sntara 50 - 100 metr
dari titik pasang tertinggi ke orx
darat}.

matn air,

Kavnsan Sekitar Kamsan sekitar mata’ air sdalah | Melindungi mnata air dari kegiaton | Selursng-kurangnyn dengan jari-jeri 2

Mata Air kawassn di sekeliling mata sir yang | budidayn ysng dapat merussk kualitas | meter di aekeliling meta air, kecual
mempunyni moanfant penting untuk | air, dan kordisi  fisik knmnn-i-' untuls kepentingan umm. {SK Mentan Ne¢
menpertahankan kolestariaon fungsi | sekitamyn. - i| 837/Kpts/Un/11/1980), .

TESIS
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PRESIDEN |
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1990

TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Merimbang :  a. bahwa ruang selain merupskan sumber alam yang
penting artinya bagi kehidupan dan perencanaan
serta pelaksansan pembangunan yang berkelanjut-
2n juga mengandung fungsi pelestarian lingkungan
hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya
buatan serta nilai sciarah dan budaya bangss, yang
memerlukan pengaturan bagi pengelolaan dan per-
lindungannya;

b. bahwa dengan semakin terbatasnys ruana, maka
untuk menjamin terselenggaranya kehidupan dan
pembargunan yang berkelanjutan dan terpelihara-
nys fungsi pelestarian, upays pengaturan dan per.
lindungan di atas perlu dituangkan dalam kebijak-
fanzan pengernbangan poia tata ruang;

c. banwa dslom rangka keblijuksanaan pengemiangan
pola tata ruang tersebut perly ditetapkan adanya ka-
wasan lindung dan pedoman pengelolaan kawasan

53
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lindung yang memberi srahan bagl badan hukum
din gerveorangan, detarn rnerencanaktn dan melak- 9. PeraturanpP:nr::mtahanHNomor 28 TahunN1935
sanakan program pembmgumn. ' tentang Perlindungan Hutan ILembaran egara
= ‘qmﬁ:—% o sraeh Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Pisal 4 i'flt '{1}Jd'an _Panl 33 wnt {3) Undang- Negnra Nomor 3294);
Undang Dasar 1945‘ 5 s ..’_, ae 10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 ten.
: Memmenten Ord'onanth ‘Tlhun ‘1991 {Staatshlad tang .Analisls Mengenai Dampak Lingkungan {Lem-
Tahun 1921 NornOr23§l HONCE ® barsn Negara Tahun 18868 Nomor 42, Tambshan
Undangundang Nomor. § Tahun 196-0[tenung Pers- " Lembaran Negars Nomor 3338}
turan Dasar Pokok-pokok Agraria {Lembaran Nega: 11, Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang
ra Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembanan Tim Koordinasi Pengelolasn, Tata Ruang Masional;
Negars Nomor 2043); 5\
Undangundang Nomor § Tatun 1967 tentang Xe MEMUTUSKAN :
tentuanketentuan Pokok Kehutsnan [Lembaran .
Negara Tahue 1967 Nomor 8, Tambahan Lembar- Menetapkan KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIX INDONESIA
an Negars Nomor 2823} TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG.
. Undangundang Nomotr 11 Tahun 1967 tentanq 8AB |
Keterntuanrketentuan Pokok Pertambargan (Lem-
baran Negary Tahun 1987 Nomor 22, Tsmbahan REENTUAN UMUM
Lernbaran Negara Nomor 2821), Pasal 1
Undangundang Nemor 5 Tshun 1974 tentang Ke Dalam Keputusan Presiden ini vang dimaksud dengan -
tentuanketentuan Po;ok-pok‘?kh Perr;;r;r;uhan di 1. Kawasan Lindung adalsh kawasan yang ditetapkan
Daerah  [Lembaran egar:! : I:n Nomeg . dengan fungsi utama melindungi kelestarian ling:
38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); kungan hidup yang mencakup!sumber alam, sum.’
Undangundang Nomor 11 Tahun 1874 tentang ber daya buatan dan nilsi sejarah serta budaya bang:
Ketentuarrketentuan Pokok Pengairan (Lembaran sa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
Negara Tahun 1974 Nomar 65, Tambahsn Lembar. 2. Pengelolaan Kawssuan Lindung sdalsh upayas pene.
an Negars Nomor 3046); tapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan
Undangundang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ke kawasan lindung.
tentuarrketentuan Pokok Pengelolaan Lingkung. 3. Kawasan Hutan Lindung sdatan kawasan hutan yany
an Hidup (Lembaran Negars Tahun 1982 Nomot memiliki sifat khes yang mampu memberikan petlin-
12, Tambahan Lembaran Negara Nomar 3215); dungan kepada kawasan sekitar maupun bawahan.
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nya sebagai pengatur teta air, pencegah banjir dan
erosi serta memehhara kesuburan tmah

Kawasan Bergambut oda[ah." kmsan yang unsut
pembentuk ! tanahnya} s-ebaguma besar ‘berupa sisa-
sisa bahan organlk
wvang lama. ; ! !
Kawasan Hes.apm ‘alr adalah daerah yang mem-
punyai kemampuan tinggl umuk ‘meresapkan alr
hu;an sehmgga merupakm tempat peng|s1an air
g.herquna sebagai sumber air,

mempertahankan kelestarian fungsl pantai.

Sempadan Sungai sdalah kawasan sepanfang kiri
Ranan sungai, termasuk sungal buatan/kanal/saluran
irigati primer, yang mempunyai manfaat penting
untuk mempenahankan kelestarian fungsi sungai.
Kawasan Sexitar Danau/waduk adalah kawasan ter.
tenty di sekeliling danau/waduk yang mempunya
manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian
tungsi danzu/waduk,

Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan di ekeli-
ling mata dir yang mempunysi manfaat penting
LAty mempertahankan kelestarian fungsi mata air.

Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan cir:
Y has tertentu bak didarst maupur diperairan yang
mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan penga-
wetan keradgaman jems tombuhan dan satwd Deserta

ekosistemnva.

Kawasan Suaka Alam Laut dan Peraivan Lainnya

PEMBATALAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA
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12,

15.

adalsh daersh yang mewakill ekosistern khas di laut-
an maupun perairan lainnya, yang merupakan habi:
tat alami yang memberikan tempat maupun perlin-
dungan bagl perkembangan keanekaragaman turm
buhan dan s.atwa vang ada.

Kawas.an Pantai Berhutan Bakau adalah kawasan pe-
slsir Jaut yang merupakan habitat elami hutan bakau

(mangrove). yang berfungsl memberi perllndungan
kepada perikehidupan pantai dan lautan.

Taman Nuional‘adalah_ kawasan pelestarian alam
yang dikelola dangan sistem zonasi yang dimanfaat-
kan untuk tujuan pengembangan ilmu pergetahuan,
pendidikan, pariwisata dan rekreatsi.

Temsn Hutan Rays adalah kswatan pelestarian yang
terutama dimanfastkan untuk tujuan koleksi tum-
buhat dunfatau satwa, slaml atau bustan, jenis asli
dan/atau bukan asli, pengembangan ifmu pengetahu-
an, pendidikan dan latihan, budayas, pariwisata dan
rekreas,

Taman Wisata Alam sdalah kawasan pelestarian alam
di darzt maupun di laut yang terutama dimanfaat-
kan untuk partwisata dan rekreasialam,

Kawasan Cagar Budaya dan Iimu Pergetahuan ada-
lah kawaszan yang merupakan lokasi bangunan hasil
budaya manusia yang bernilal tinggi maupun ben
tukan geolngi alami yang khas,

Kawasan Rawan Bencana Alam adalgh kawason yang
sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana
alam,

57
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. . LR
: LT BAB_ REECHE 1. Sempadan Pantai,
-TUJ.UAN DANSA‘S‘ARN! 2. Sempadan Sungal.

- 3. Kaw_nsm Sekitar Danau/Waduk,
4, Kawatan Sekitar Mata Alr.

Lmencegah timbulnya ke-
rusakan fungsi lingkungan hidup, AXEeRan -
AAgERENWES 3

(2) Sasaran pengelolaan kawzsan lindung 8 ala’.I SRS

a. Meningkatkan fungsi lindung tﬁm’.‘uﬁah, air, iklim, tumbuhan

Kawasan supiéa alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
terdirl darl ¢

dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangss P Nataad Suaka Alam.
b. Mempertahankan k ragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosis- 2. Kawasan Suska Alam Laut dan Perairan Lainnya.
tem, dan keuni 3. Kawasan Pantai Berbutan Bakau.
o 4, Taman Nasiona!, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
BAB (Il 5, Kawasan Cagar Budaya dan limu Pengetahuan.,
RUANG LINGKUP
Patal 3 BAB IV
POKOK-—POKOK KEBIJAKSANAAN
Kawazan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi: KAWASAN LINDUNG
V. Kawasan yang Meniberikan Perlindurman Kawasan Bawahannya.
2. Kawssan Pertindungan Setempat. Bagisn Pertama
3. Xawatan Suska Alam dan Cagar Budava. Kawasan Yang Memborikan
4 Kawasan Rawan Bencana Alam. Perlindungan Kawasan Bawshannya
Pasal 4 Pasal 7
‘Yawasan yang membenkan perlindungan kawasan bawahannya sebagai: Perlindungan terhadap kawas.in huu.n Iindfmg dilakukan untuk.m_encegah
mana diraksud dalom Pasal 3 terdiri dari terpadinya erosl, ben?ana_ banjir, :ec‘hmentw. dan menjaga fungsl h.drooic?-
gis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan ai
. Kawasan Hutan Lindung. T
2 Kawatan Bergambut. i
3 Kawzsan Rewypan A . Pasal 8

Kriteria kawasan hutan lindung adalah :

wrdna dimaksud dalam Pasal 3 ter- “  a. Kawasan hutan dengan fsktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah,

Kawasyn perlindungan
curah hujan yang melebibi nilai skor 175, dan/atau;

diri dari : 4
58 1 59
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Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih, dan/
| atav -
. F.awasan hutan yang mempunyai ketinggian di afas permukaan

Pasal 9

erlindungan terhadap kawasan bergambut dilakukan untuk mengendali-

30 hidrologl wilayah, yang berfungsi sebagal penambat air dan pencegah
anjir, serta malindungl ekosittem yang khas di kswasan yang bersangkut:

n,
Pasal 10

Criteria kawasan bergambut adalah tanah bergambut dengan ketebalan 3
neter atau lebih yanq terdapat di bagian hulu sungal dan rawa,

Pagsl 11

Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan
ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu Ul"lt.\jlk
weperluan penyediaan “ebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir,
baik umtuk kawassan hawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

Pasal 12
Kriteria kawasan resapan air adalah curah hujan yang tinggi, struktur
tanah yarv) mudah meresapkan 2ir dan bentuk geornarfologi yang manipu
meretapkan air hujan zecara besar-besaran.

B.agmn Kedua

Pasal 13

5E[|lndungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk  melind
\ylayah panta. dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi panta!

\a\

TESIS

= | - r—— === e

e e - = "
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TR A R R Y PR

Kriteria, lainboda'rii'etnnl adalah™Bardtan sepanjang tepian yang Jebarnya
proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantal mm:mal’l‘lDO’rneter
dar tntfﬁ: plsang f'm]nggl’"ka grah darat )

R 5T
B

Pasal 15

Pertindungan terhadsp sempadan sungal dilskuken untuk ‘melindungl
tungal dar} keglatan manusla yang dapat mengganggu dan merusak kua-
litas air sungal, kondist fisik pinggir dan dasar sungai serta mengaman
kan aliran sungal,

Passl 18

Kriteria sempadan sungai adalah :

3. Sekurang-kurangnya 100 meter di kirl kanan sungal besar dan 50 meter
di kirl kanan sansk sungal yang berada di luar pemukiman.

b, Untuk sungai di kewesan permukiman berups sempadan sungai yang

diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 — 15
meter, i

Passl 17
Perlindungan terhadap kawasan sekitar danau/waduk dilakukan untuk me-

lindungi danau/waduk dari kegiatan budidaya yang dapat menggangqu
kelestarian fungsi danau/waduk,

Pasal 18

Kriteria kawasan sekitar danau/waduk adalah daratan sepanjang tepizn
dansu/waduk yang lebarnys proporsional dengan bentuk dan kondisi
tisik danau/waduk antera 50 — 100 meter darl titik pasang tertinggi ke
arah darat.

Pazal 19

Perlindlungan terhadap kawasan sekitar mata air dilakukan untuk melin
dungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air
dan kondis! fisik kawasan sekitarnya.
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